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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat, hidayah dan taufik-NYA, sehingga kami dapat menyusun usulan kegiatan
fiSurvei Pelayanan PublikDirektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatka0 dengan bai k.

Penyusunan kegiatan Survei Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika merupakan kegiatan untuk mengukur tingkat
kepuasan pengguna layanan publik dan integritas pelayanan publik di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (disingkat Ditjen
SDPPI).

Kegiatan survei secara online hanya dilakukan terhadap pengguna layanan
Perizinan Spektrum Frekuensi Radio(SFR) dan Sertifikat Operator Radio (SOR) Ditjen
SDPPI Sedangkan unit layanan Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasidan
Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sudah melakukan survei secara
mandiri. Responden yang disurvei adalah masyailkat atau pengguna layanan publik
Ditjen SDPPI, khususnya SFR, SOR, dan 50 orang dari pihak internal (pegawai) Ditjen
SDPPI, sertaPakar di bidang Telekomunikasi

Output dari kegiatan ini berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks
Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditien SDPPI. Berdasarkan hasil pengolahan dan
analisis data surveidiperoleh bahwa Nilai IKM Ditjen SDPPI sebesarg89,72 dengan mutu
pel ayanadefigan ki ne BANGATBAIK a yKiMnkaempat layanan publik
juga mendapat kan ki n SANGAT BAKIO angeksnirdegritasfiPelayanan
Publik (11PP) Ditjen SDPBANGATRERINTEGRTAS & denban
nilai 8,90 (Skala 1-10), demikian juga untuk keempat jenis layanan publik Ditien SDPPI
mendapatkan pen i | aSANGAT BERINTEGRITAS 0 .

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekditien SDPPI, khusus Bagian
Perencanaan Program dan Pelaporan (PPP) atas kesempatan yang diberikan kepada
kami melaksanakan kegiatan survei Pelayanan Publik Ditjien SDPPI tahun 2021

Bogor, Oktober 2021
LPPM- IPB
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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI)
adalah sebuah unit kerja setingkat eselon | yang berada di bawah Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Ditien SDPPI menjalankan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika, yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi
pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain
diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam
penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Fungsi pengawasan
merupakan suatu fungsi dari Ditien SDPPI untuk memantau dan mengawasi seluruh
kegiatan penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos dan informatika agar tetap
berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan fungsi
pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan
terhadap penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, termasuk juga
agar penegakan hukum (/aw enforcement) di bidang penyelenggaraan SDPPI dapat
dilaksanakan dengan baik.

Fungsi Ditjen SDPPI ini masih bersifat umum, sedangkan secara teknis operasional
fungsi tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan
pada penyelenggaraan SDPPI. Ada 4 (empat) penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, yaitu: (1) penyelenggaraan pelayanan publik Perizinan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (bidang frekuensi); (2) Sertifikasi Operator
Radio; (3) Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan (4) Pengujian Alat dan
Perangkat Telekomunikasi. Keempat pelayanan publik ini diselenggarakan oleh Direktorat
dan UPT yang berada di bawah Ditjen SDPPI. Secara terperinci operasional pelayanan
publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, yaitu:

1. Perizinan Spektrum Fekuensi Radio (ISR), yaitu layanan publik yang diberikan
kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan
spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi,
penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan
komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.

2. Sertifikasi Operator Radio (SOR), yaitu layanan publik sertifikasi untuk operator radio,
pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.

3. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekanunikasi, yaitu layanan publik sertifikasi alat dan
perangkat Telekomunikasi.

4. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu layanan publik pengujian alat
dan perangkat Telekomunikasi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan masukan kepada Ditjen SDPPI dalam
rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Ditien SDPPI dalam hal pelayanan publik




berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas
Pelayanan Publik (11PP) Ditjen SDPPI.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk :

a. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 2 (dua) jenis layanan publik
yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, yaitu: SFR dan SOR.

b. Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik
yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, yaitu: SFR, SOR,Standardisasi Alat dan
Perangkat Telekomunikasi,dan Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

c. Agregasi nilai IKM keempat unit layanan publik Ditjen SDPPI.

d. Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik Ditien SDPPI.

1.3. SASARAN
Output kegiatan ini adalah :

1. Agregasilndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Agregasi Indeks Integritas Pelayanan Publik (11PP)

3. Hasil analisis terhadap IKM untuk menghasilkan sebuah perencanaan strategis
peningkatan pelayanan publik Ditjen SDPPI.

N

Secara umum hasil ougput kegiatan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) output,
yaitu:
1. Output Kkuantitatif berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks
Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
2. Output kualitatif  berupa klasifikasi mutu pelayanan publik Ditien SDPPI dan
rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen SDPPI.
Klasifikasi mutu pelayanan publik Ditien SDPPI mengacu kepada Tabel Il pada
Lampiran PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Nilai Persepsi, Ni&i Interval, Nilai
Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Tabel 1.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja
Unit Pelayanan.

NILAI INTERVAL (NI)

|+ 1,0000 - 2,5996 2,6000 - 3,0664 3,0644 - 3,5324 3.6324 - 4000
D c B A

r’ 25,00 - 64,99 65,00 - 76,60 76,61 - 88,30 88,31 - 100,00

NILAI INTERVAL KONVERSI {NIK)

Keterdngon:

D = TIDAK BAIK

C = KURANG BAIK
B = BAIK

A = SANGAT BAIK

Rekomendasi yang dihasilkan haruslah rekomendasi yang segera dapat ditindak
lanjuti oleh Ditjen SDPPI, bukanl ah



'rh'é_fﬁgrlukan pemikiran lebih lanjut. Rekomendasi yang dihasilkan juga harus
mempertimbangkan masukan dan saran dari pengguna layanan.

Rekomendasi hasil survei ini dapat ditindaklanjuti dengan membuat sebuah tabel
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan BAB
VII Lampiran PermenPANRB No. 14 Tahun 2017tentang Analisa Hasil Survei dan Rencana
Tindak Lanjut.

Tabel 1.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Prioritas Program/

Penanggung jawab

Unsur SKM Kegiatan

dst

Sedangkan outcome kegiatan ini adalah sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk
meningkatkan pelayanan publik agar terwujudnya Good Corporate Governancedalam
rangka mewujudkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010  -2025.

1.4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan survei ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

1.5. REFERENSI HUKUM
Referensi hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2)  Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3) Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5)  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

7)  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak
Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.

8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/
2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun
2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang /\
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor | /ﬁ,//
33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Renyelenggaraan Amatir Radio.




12)

13)

14)

15)

\\‘\ \‘~\\
RN
NN
NN

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar
Penduduk.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelaggaraan Pelayanan Publik

Surat Edaran Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian Kominfo.

Rencana Strategis 20202024 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.6 LINGKUP PEKERJAAN

lingkup

a.
b.
C.
d.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Metodologi survei yang digunakan dan mengingat situasi pandemi saat ini maka
pelaksanaan survei dilakukan secara onfine menggunakan format Computer
Assisted Web Interviewing (CAWI).

Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap
Pelayanan Publik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di

Ditien SDPPI menggunakan parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN
dan RB dengan melibatkan responden eksternal dan internal

Pelaksanaan Survey Indeks Integritas Pelayanan Publik BidangSumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI berdasarkan parameter yang

dikeluarkan oleh KPK dengan responden eksternal, internal dan pakar

Melakukan penyempurnaan dan agregasi nilai IKM yang dihasilkan oleh
Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan
Informatika, dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Pembuatan masukan/rekomendasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik
yang harus dilaksanakan selanjutnya berdasarkan hasil survei tersebut

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan sistematis, maka ruang
kegiatan ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap pelaksanaan kegiatan, yaitu:

Tahap Perencanaan Survei;
Tahap Pengumpulan Data;
Tahap Pengolahan dan Analisis Data;

Tahap Pelaporan dan Diseminasi Hasil Survei.

1.7 INOVASI PELAKSANAAN SURVEI

L

memperoleh data dan informasi yang akurat dari responden, sehingga ke_l@@n (qy

angkah inovasi dal am kegiatan ASurvei
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'yéhrg' diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bermanfaat bagi semua

pihak. Data dan informasi yang akurat ini sangat penting, karena dalam penelitian ada

sebuah istilah yang menjadi perhatian setiap peneliti, yaitu : Garbage In, Garbage Out

(GI GO) , artinya data 6ésampahd yang diperoleh d
outout 6 sampahd pul a.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid tersebut
perlu memperhatikan faktor -faktor berikut ini:

1) Faktor jenis data dan informasi yang ingin diperoleh dari responden.

Data dan informasi yang ingin diperoleh dari responden terkait kegiatan survei terdiri
dari:

a. Data dan informasi tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Data dan informasi tentang IKM diperoleh dari responden eksternal
(pengguna layanan publik) berdasarkan fakta yang dialami sendiri oleh responden
tentang kualitas pelayanan publik Ditien SDPPI, bukan berdasarkan persepsi
pengguna layanan tanpa mengalami atau mengurus sendiri layanan publik Ditjen
SDPPI.

Data dan informasi tentang kualitas pelayanan publik Ditien SDPPI pada
umumnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu : (1) Data dan informasi tentang
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditien SDPPI yang menyangkut:
prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan produk hasil pelayanan; (2)
Data dan informasi tentang kualitas SDM pelayanan (kompetensi dan perilaku),
dan (3) Sarana dan prasarana (Sapras) penunjang pelayanan yang disediakan
Ditien SDPPI.

b. Data dan informasi tentang Indeks Integrita s Pelayanan Publik (1IPP).

Data dan informasi tentang IIPP diperoleh dari responden eksternal, internal
dan pakar. Indikator dari penilaian ketiga jenis responden yaitu : (1) Penilaian
Integritas Eksternal terdiri dari :Transparansi, Sistem Anti Korupsi, dan Integritas
Pegawai; (2) Penilaian Integritas Internal terdiri dari : Budaya Organisasi, Sistem
Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengelolan Anggaran; (3) Penilaian Integritas
Pakar terdiri dari : Transparansi, dan Sistem Anti Korupsi.

2) Faktor Unit Layanan Publik dan pengguna layanan yang akan menjadi responden.

Unit Layanan Publik Ditien SDPPI sangat banyak dan beragam, ada layanan yang
tergolong ke dalam kelompok DTBD dan NDTBD, ada layanan yang berbayar dan tidak
berbayar, ada layanan yang diurus langsung oleh pengguna dan ada layanan yang diurus
melalui pihak ketiga (Lembaga Pendidikan, ORARI, RAPI).

Banyak dan beragamnya Unit Layanan Publik Ditien SDPPI berimplikasi kepada
banyak dan beragam pula pengguna layanannya. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi
dan menginventarisir Unit Layanan Publik yang ada di bawah wewenang Ditjen SDPPI dan
pengguna layanan yang akan menjadi responden di setiap Unit Layanan Publik Ditjen SDPPI
tersebut.

Tujuan identifikasi dan inventarisasi Unit Layanan Publik dan pengguna layanan ini
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'yah'g" dalam 12 (dua belas) bulan terakhir mengurus layanan dan pengguna layanan
tersebut mengurus sendiri layanannya, sehingga pengguna layanan yang bersangkutan
dapat memberikan penilaian yang objektif. Disamping itu, ada beberapa Unit Layanan
Publik Ditien SDPPI yang telah melakukan survei secara mandiri dengan jumlah responden
yang terbatas/sedikit. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi d an diinventarisir pengguna
layanan yang sudah disurvei, agar tidak terjadi pengguna layanan disurvei dua kali. Hal ini
akan memberikan dampak kurang baik terhadap Unit Layanan Publik Ditien SDPPI.

Berdasarkan kedua faktor yang mempengaruhi keakuratan data dan informasi hasil
survei, maka langkah inovasi yang dibutuhkan dalam kegiatan survei Ditjen SDPPI adalah:

1) Inovasi untuk mengumpulkan jenis data dan informasi yang ingin diperoleh dari
pengguna layanan.
Agar kualitas data dan informasi yang diperoleh dari pengguna layanan publik
Ditjen SDPPI dapat terjamin keakuratan, maka perlu diinventarisir terlebih dahulu :

a. SOP setiap Pelayanan Publik Ditjen SDPPI,

b. Sapras pelayanan yang disediakan bagi pengguna layanan.

SOPsetiap jenis layanan publik Ditien SDPPI diperlukan untuk merumuskan butir -
butir pertanyaan dalam kuesioner yang sesuai dengan unsur-unsur IKM dalam
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Disamping itu, SORsetiap jenis
layanan diperlukan untuk menemukan titik kritikal pelayanan yang sangat
mempengaruhi atau sensitif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan dan
penilaian mereka terhadap integritas pelayanan publik Ditien SDPPI.

2) Inovasi untuk mengidentifikasi dan menginventarisir Unit Layanan Publik dan Pengguna
Layanan Publik Ditien SDRPI yang akan menjadi responden survei.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa Unit Layanan Publik Ditien SDPPI
sangat banyak dan beragam yang berimplikasi kepada banyak dan beragam pula
pengguna layanannya. Oleh karena itu, perlu dibuatkan tabulasi Unit Layanan Publik
beserta pengguna layanannya. Pembahasan secara detail tentang Unit Layanan Publik
beserta pengguna layanannya akan disajikan pada Bab Pendekatan dan Metodologi.

3) Inovasi dalam hal pengumpulan dan kecepatan pengiriman data dari daerah survei
Mengingat pengguna layanan publik Ditjien SDPPI tersebar di seluruh wilayah
Indonesia, maka diperlukan sistem informasi berbasis web untuk kecepatan
pengumpulan dan pengiriman data hasil survei, serta untuk monitoring pencapaian
pengumpulan data kuesioner. Sistem informasi berbasis web tersebut disusun dalam
format Computer Aided Web Interviewing (CAWI).

a. Inovasi dalam analisis data hasil survei.

Analisis data yang umum dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terhadap data
hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) adalah : (1) analisis indeks kepuasan
masyarakat (IKM), (2) gap analysis (3) Importance and Perfomance Analysis (IPA),
dan (4) analisis kualitatif atas saran/masukan dari pengguna layanan.




Terkait dengan Survei Pelayanan Publik Ditien SDPPI, setelah memperoleh

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), seringkali Pimpinan bertanya/i Dengan ni | ai
sebesar yang telah diraih, Berapa persentase (%) pengguna layanan yang sudah puas
terhadap kinerja pelayananDi t | en SDPPI ?0

IKM dan IIPP tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, mengingat IKM dan IIPP
hanya memberikan skala pengukuran terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan
dan penilaian pengguna layanan terhadap integritas Pelayanan publik Ditien SDPPI,

/

serta mengklasifi kasi kan Il KM ke dalam kel om

sampai fASangat bai ko.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan analisis i Top Two Boxeso
(iika menggunakan skala 1-4) atau 7 Toph r e e B @ika menggunakan skala 1-
6). Analisis Top Two Boxesatau Top Three Boxes(keduanya disingkat TTB) merupakan

analisis untuk menghitung persentase (%) resp

dan fAisangat puasoO atas jehdD®PPli tas | ayanan publi

TTB Analysis menghitung persentase (%) responden yang memilih/menjawab 2
kategori tertinggi (pilihan jawaban 3 dan 4) pada skala pengukuran 1 7 4, dan
persentase (%) responden yang memilih pilihan jawaban 4, 5, dan 6 (responden yang

menyatakan ACukup Puaso, fAPuaso dan i@M&angat F

Tabel 1.3. Contoh TTB dengan Skala Pengukuran 14

Sangat . Sangat
: Tidak Puas Puas Total
tidak Puas Puas

6,33% 8,21% 70,19% 15,27% 100%

TOP TWO BOXES
85,46%

Tabel 1.4. Contoh TTB dengan Skala Pengukuran 16

Sangat tidak Kurang Cukup

. Puas
tidak Puas Puas Puas Puas

4,73% 5,00% 2,55% 45,20% 30,85%

TOP THREE BOXES

87,72%




—

j_PenjumIahan persentase (%) responden yang termasuk dalam kategori TTB
merupakan persentase (%) responden yang telah puas terhadap kinerja pelayanan publik
Ditjen SDPPI.
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PENDEKATAN PENELITIAN

2.1. PENDEKATAN ILMIAH SUR VEI

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam kegiatan survei ini adalah
Quantitative Research . Quantitative Research yang digunakan adalah survei untuk
melakukan pengumpulan data secara on/ine dari responden menggunakan kuesioner yang
dirancang secara tersrtuktur. Pengumpulan data dari responden dilakukan dengan cara
pengisian kuesioner menggunakan sistem informasi berbasis web yang disusun dalam
format Computer Aided Web Interviewing (CAWI).

Banyak definisi tentang penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh beberapa orang
ahli (experd, diantaranya adalah:

1) Nana Sudjana dan lIbrahim (2001) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai
penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya
dianalis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam
penelitian kuantitatif.

2) Creswell(2002) noted that quantitative research isthe process of collecting, analyzing,
interpreting, and writing the results of a study, while qualitative researchis the
approach to data collection, analysis and report writing differing from the traditional
quantitative approaches.

3) Suria Sumantri (2005) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang
dilakukan dengan kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. Kajian ini menggunakan
proses logico-hypothetico-verification pada langkah-langkah penelitian yang dilakukan.

4) Moh. Kasiram (2008) dalam buku Metodologi Penelitian mendefinisikan penelitian
kuantitatif sebagai suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data
berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin
diketahui.

Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model
matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan sebuah fenomena. Penelitian
kuantitatif banyak digunakan untuk menguiji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau
mendeskripsikan sebuah data statistik.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah adalah survei. Survei
merupakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai
instrumen pengumpulan data melalui proses wawancara dengan tujuan untuk memperoleh
informasi yang menggambarkan suatu populasi.

Survei dapat dilaksanakan dengan dua metode yaitu wawancara tatap muka dengan
responden dan survei yang dilakukan secara online.

a. Survei dengan wawancara langsung dengan responden

Pelaksanaan survei dengan wawancara langsung dengan responden dilakukan
dengan menggunakan kuesioner. Pelaksaman survei memiliki kelebihan, yaitu:
1 Surveyor/enumerator dapat melakukan pendekatan secara pribadi kepada
responden dan menjelaskan maksud dan tujuan survei, serta menjelaskan setiap
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pertanyaan dalam kuesioner, sehingga wawancara dapat berlangsung dengan
lancar dan tepat sasaran.

9 Surveyor/enumerator dapat melihat/mendengar langsung reaksi responden pada
saat menjawab pertanyaan dalam kuesioner, sehingga surveior/enumerator dapat
mengetahui kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan.

Wawancara langsung dengan responden dapat dilaksanakan dengan 2 (dua)
cara yaitu: (1) wawancara langsung tatap muka (face to face interview), dan (2)
wawancara langsung menggunakan telepon atau video conference Pertimbangan
pelaksanaan wawancara langsung menggunakan telepon atau video conference
karena di tahun 2021 masih terdapat pandemi covid 19 yang merebak di seluruh
wilayah Indonesia.

b. Survei online

Survei online dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi survei
(survei tool) yang /ink-nya dikirimkan kepada responden. Link survei dikirimkan
melalui email atau media komunikasi lainnya seperti whatsapp. Kelebihan
pelaksanaan survei secaraonline, diantaranya:

1 Rendah Biaya.

Tahap pengumpulan data paperfessmengurangi biaya pencetakan kuesioner dan
sistem distribusi ke responden.

9 Akses Data Otomatis dan Reakttime,

Responden memberikan respon atas kuesioner dan data secara otomatis akan
tersimpan ke dalam software dalam bentuk data elektronik. Dengan demikian
analisis data menjadi lebih mudah dan efisien karena data langsung tersedia.

1 Waktu pelaksanaan survei cepat

Pendistribusian kuesioner dari wilayah survei ke LPPM IPB pelaksana survei cepat
dan feedbackdata dapat pula dilakukan secara cepat.

1 Kenyamanan Responden

Melalui survei online responden dapat menjawab pertanyaan sesuai waktu luang
mereka. Responden dalammenjawab pertanyaan dalam kuesioner dapat berhenti
sejenak dan melanjutkannya kembali sampai selesai.

2.2. PELAYANAN PUBLIK SDPPI

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara
teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat
(Sinambela, 2010, hal : 5).

Ditien SDPPI menyelenggarakan pelayanan publik kepada pengguna layanan dalam
tiga bidang, yaitu:




' i)'ﬂéidang operasi sumber daya merupakan layanan publik untuk izin penggunaan
spektrum frekuensi radio (SFR) dan sertifikasi operator radio (SOR).

a. Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan
kepada badan hukum (perusahan) dan instansi pemerintah atas penggunaan
spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan
telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal,
navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.

b.  Sertifikat Operator Radio, yaitu layanan publik sertifikat untuk operator
radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.

2) Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi , yaitu mengevaluasi
dan menerbitkan sertifikat semua jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang
diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah
Indonesia.

3) Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi , yaitu pengujian
alat dan perangkat telekomunikasi

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Ditien SDPPI selalu meningkatkan
pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan kepada pemohon
layanan.

Berikut disajikan uraian alur pelayanan pada setiap dinas/service/subservicedi Ditjen
SDPPI.

DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT (DTBD)

» Microwave Link
DINAS (Point-to-Point)

TETAP » BWA/wireless Broadband
(Point-to-Multi Point)

Radio Konvensional/Komrad

DINAS (Repeater, Base, Mobile, HT, SCADA)
BERGERAK )
TETAP Radio Trunking

studio-Transmitter Link (STL)

NON DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT (NON DTBD)

DINAS
PENYIARAN
DINAS
MARITIM
DINAS
SATELIT
DINAS
PENERBA-
NGAN
DINAS
LAIN-LAIN

Gambar 2.1. Pelayanan Spektrum Frekuensi Radio
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Gambar 2.2. Alur Pelayanan Permohonan SFR Dinas Tetap dan Bergerak Darat

Gambar 2.3. Alur Pelayanan Permohonan SFR Dina$enyiaran
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dan Bag. Perizinan Setempat
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Gambar 2.4. Alur Pelayanan Permohonan SFR Dinas Penerbangan
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Gambar 2.5. Alur Pelayanan Permohonan SFR Dinas MaritinOnline
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Gambar 2.6. Alur Pelayanan Permohonan SFR Dinas MaritinOffline



pemohon mengajukan Otorisasi Penetapan
permohonan Frekuensi Radio
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Pembayaran Melalui dan Data Dihapus
Tidak Host to Host

»

Data Entry dan Tanda
Terima
Verifikasi Pembayaran
Biaya Hak Penggunaan
Frekuensi Radio

Penerbitan Izin Studio
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Gambar 2.7. Alur Pelayanan Permohonan SFR Dinas Satelit

2.3. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT

Banyak definisi berkaitan dengan kepuasan pelanggan/pengguna layanan (customer
satisfaction), antara lain disebutkan oleh Tjiptono (2004) bahwa kepuasan atau
ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelnggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian
diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan
kinerja aktual produk yang dirasakan oleh pemakai.

Dengan bahasa yang lebih sederhanaPhilip Kotler  (1994) menyebutkan kepuasan
pelanggan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja
(hasil) yang telah dirasakan dengan harapannya.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka rumusan tentang kepuasan masyarakat
pengguna layanan publik Ditjien SDPPI, sebagai berikut:

1) Masyarakat pengguna layanan publik Ditien SDPPI merupakan pelanggan ¢ustomer)
dari Ditjen SDPPI selaku instansi penyedia layanan publik.

2) Kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Ditien SDPPI merupakan perasaan
senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya
terhadap kinerja (atau hasil) suatu layanan dengan harapannya.

3) Kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Ditjen SDPPI sangat tergantung
kepada persepsi dan harapan masyarakat terhadapkualitas layanan yang diterimanya.

9 Jika kinerja di bawah harapan A pengguna layanan tidak puas.
9 Jika kinerja memenuhi harapan A  pengguna layanan puas.
9 Jika kinerja melebihi harapan A pengguna layanan sangat puas.



NED
'di'térrimanya. Oleh karena itu, Ditien SDPPI sebagai instansi yang menyelenggarakan
pelayanan publik perlu memperhatikan faktor -faktor yang me mpengaruhi tingkat kepuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan publik Ditjen SDPPI. Secara teoritis, menurut
Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi

persepsi dan harapan masyarakat pengguna layanan, sebagai beikut:

a. Apa yang didengar oleh seseorang dari orang lain (word of mouth communication).

Pada faktor pertama ini, kualitas layanan ( service quality) sebuah unit layanan publik
dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh seseorang dari orang lain yang telah
terlebih dahulu menerima/merasakan layanan dan/atau mengetahui kualitas layanan
dari unit layanan tersebut, serta merekomendasikannya.

Pada faktor pertama ini terjadi komunikasi antar pribadi ( /interpersonal communication)
yang saling mempengaruhi persepsi dan harapan seseorang terhadap kualitas layanan
sebuah unit layanan publik.

b. Persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan sebuahunit layanan
publik sangat tergantung kepada tingkat kebutuhan pribadi ( personal needs dari
masyarakat yang menjadi pengguna/pelanggan unit layanan publik tersebut.

c. Pengalaman masa lalu (past experience seseorang dalam mendapat pelayanan dari
sebuah unit layanan publik juga sangat mempengaruhi persepsi dan harapan
masyarakat terhadap kualitas layanan unit layanan publik tersebut.

d. Komunikasiyang dilakukan oleh unit layanan publik dengan pihak eksternal dalam hal ini
masyarakat selaku pengguna layanan (external communication to customer) merupakan
faktor kunci dalam membentuk persepsi dan harapan masyarakat. Strategi komunikasi
yang dilaksanakan oleh unit layanan publik dapat membentuk persepsi dan harapan
masyarakat terhadap kualitas layanan unit layanan publik tersebut, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Berdasarkan keempat faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan masyarakat
pengguna layanan dapat disusun sebuah model peningkatan pelayanan yang dikembangkan
oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Ber y ( 1990) dengan mee/gegngn ak an
Quality Servicei Bal anci ng Customer Per cRepngkaamkualitasd Exp e
pelayanan diperoleh dengan cara menyeimbangkan antara persepsi dan
harapan/ekspektasi masyarakat pengguna layanan, sehingga para penyedia layanan yang
akan meningkatkan kualitas layanannya dituntut untuk mengetahui persepsi dan
harapan/ekspektasi masyarakat pengguna layanannya. Model peningkatan kualitas
pelayanan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) disajikan pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.8. Model Peningkatan Kualitas Pelayanan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry.

Model Peningkatan Kualitas Pelayanan dari sisi Penyedia Layanangervice Providey,
seperti disajikan pada gambar berikut ini.
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~ Untuk dapat melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) pengguna
layanan terhadap kualitas layanan Ditjen SDPPI, maka perlu disusun kuesioner kepuasan
masyarakat pengguna layanan Ditjen SDPPI yang berpedoman kepada PermenPANRB No.
14 Tahun 2017. Butir-butir pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator
Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2.4.

pelaksanaan survei, seperti disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.

Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, mekanisme, dan prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Produk spesifikasi jenis pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan
hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adilah kemampuan yang harus dimiliki oleh pe-laksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Perilaku pelaksana.
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupalan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda
yang tidak bergerak (gedung).

METODOLOGI PENELITIAN
Uraian metodologi pelaksanaan survei dapat dirangkum ke dalam 6 (enam) metode




Tabel 2.1. Metode Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik Ditjen SDPPI

\[o} H Metode Metode yang digunakan
1 Metode Pengumpulan Data Primer Sistem informasi berbasis web dalam format
Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
2 Metode Pengumpulan Data Sekunder | Studi pustaka/literatur
Metode Sampling Probability Samplingmenggunakan Stratified
Random Sampling
4 Metode Penjaminan Mutu (Quality 1 QA dengan cara:
Assurance$ QA) dan Pengendalian a. Menyusun research designdalam
mutu ( Quality Contro// QC) data bentuk Flowchart
b. Monitoring pencapaian responden
1 QC Data dengan caraelectronic checking
terhadap semua data yang sudah masuk ke
dalam sistem informasi dalam format CAWI.
5 Metode Pegolahan dan Analisis Data | Statistik deskriptif untuk memperoleh deskripsi
(Data Processing and Analysiy tentang variabel yang diamati dan Statistika
Inferensia untuk pengujian hipotesis tentang
variabel yang diamati
6 Metode Diseminasi Hasil dan Temuan | Laporan Hasil Survei dan Publikasi dalam
Survei website Ditjien SDPPI

Berdasarkan pendekatan penelitian dan metoddogi pelaksanaan survei Pelayanan
Publik Ditien SDPPI (Tabel 5), maka dapat disusun sebuah rancangan penelitian (esearch
desigr). Research designmerupakan penjabaran metodologi secara terperinci (detail)
mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan dan diseminasi hasil
survei. Penyusunan Research Designmerupakan langkah awal dari Quality Assurances(QA)
pekerjaan ini, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis proses logis pelaksanaan kegiatan
dengan menggunakan Flowchart. Flowchart merupakan salah satu alat (7oo/s) yang efektif
dalam mengidentifikasi proses pelaksanaan kegiatan dan menganalisis apakahsudah dapat
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Secara detail, rancangan penelitian
(research design) disajikan pada gambar berikut ini.
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4.1, Tahap Perencanaan (Planning ) Survei

Tahap perencanaan meliputi berbagai persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan. Agar pelaksanaan survei dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang
optimal, maka diperlukan perencanaan yang baik. Pada tahap ini yang perlu direncanakan
adalah:

1)

2)

Kick off meeting  [rapat koordinasi awal dengan tim teknis Ditjen SD PPI.

Tahap awal dar i seluruh rangkaian kegi at a
SDPPI 0 adal ahkick &eMeetirgddngan Tim Teknis Ditjen SDPPI. Kick Off
Meeting ini merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan dan sebagai
pertanda dimulainya kegiatan. Kick Off Meeting juga sekaligus sebagai rapat
koordinasi awal antara Tim Tenaga Ahli pelaksana survei dengan Tim Teknis Ditjen
SDPPI yang bertujuan untuk:

a. Menyamakan persepsi antara Tim Teknis dengan Tim Tenaga Ahli LPPM IPB
tentang ruang lingkup kegiatan, definisi dan batasan-batasan yang akan
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Pendalaman terhadap pendekatan dan metodologi pelaksanaan survei, rencana
dan jadwal pelaksanaan survei;

c. Mengumpulkan data penunjang dan hasil survei terdahulu, serta data sekunder
lainnya yang mendukung pelaksanaan survei;

d. Hal lainnya terkait dengan pelaksanaan survei.

Identifikasi dan Inventarisasi Unit Layanan Publik dan Pengguna Layanan
Ditjen SDPPI.

Mengingat Unit Layanan Publik Ditien SDPPI sangat banyak dan leragam, maka
perlu diidentifikasi dan diinventarisir terlebih dahulu Unit Layanan Publik seperti
disajikan pada Tabel 6 berikut ini (Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika No 555 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Tabel 2.2. Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen SDPPI

Jenis Pelayanan Publik Bentuk Pelayanan
1 | Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Izin Stasiun Radio
a. Sertifikat Radio Elektronika dan
Operator Radio
2 | Sertifikasi Operator Radio b. 1zin Amatir Radio
c. lzin Komunikasi Radio Antar
Penduduk
SertifikasiAlatdan Perangkat Sertifikat Alat dan Perangkat
3 L N
Telekomunikasi Telekomunikasi
Pengujian Alat dan Perangkat Hasil Uji Alat dan Perangkat
4 o L
Telekomunikasi Telekomunikasi

Setelah Unit Layanan Publik Ditien SDPPI terinventarisir secara baik, maka
selanjutnya didefinisikan secara spesifik kriteria pengguna layanan yang ada di setiap
Unit Layanan Publik tersebut. Tujuan pendefinisian pengguna layanan ini adalah
untuk memastikan bahwa pengguna layanan yang disurvei adalah personil yang
mengurus dan merasakan sendiri kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit/'#'.-’ 1117

/

e



Layanan Publik Ditien SDPPI, sehingga personil yang bersangkutan dapat
memberikan penilaian yang objektif.




@

KOMINFO

Tabel 2.3. Pengguna Layanan Publik Ditjen SDPPI

No Jenis Service Sub-Service Pengguna Layanan
Pelayanan
1 Perizinan Microwave Pengguna Besar Pegawai perusahaan yang diberi wewenang untuk mengurus
Spektrum : . 1 . Pengguna Sedang | Izin Stasiun Radio (ISR)
Frekuensi Radio Dinas Tetap | Dinas Tetap Link Pengguna Kecll
Bel-jrggta K 2 Brogdbana’ l(l//'fé*/&ﬁg Access(BWA)
(DTBD) Dinas 3 Rad!o Trunk/ng_
Bergerak 4 | Radio Konvensional/Komrad
Darat 5 | Studio fo Transmitter Link (STL)
TV Swasta
6 |TV TV Komunitas
Penyiaran TVR.I
Radio Swasta
Non Dinas 7 | Radio Radio Komunitas
Tetap RRI
Bergerak . 8 | Kapal Laut
Dgrat Maritim 9 | Stasiun Pantai
(NDTBD) Penerbangan 10 | Darati Penerbangan
11 | Pesawat Udara
12 Stasiun Tetap
Satelit Bumi Mobile
13 | Stasiun Angkasa
2 Sertifikasi Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) Personil yang lulus ujian untuk mendapatkan sertifikat REOR
Operator Radio | Izin Amatir Radio (IAR) Pegawai dan Anggota ORARI yang mengurus IAR
Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) Pegawai dan Anggota RAPI yang mengurus IKRAP
3 Sertifikasi Alat Pegawai perusahaan yang diberi wewenang mengurus
dan Perangkat Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi A o
o sertifikasi perangkat telekomunikasi
Telekomunikasi
4 Pengujian Alat Penggjian Algt dap Perangkat Telekomunikasi _ Pegawai perusahaan yang diberi wewenang mengurus
$ZreE§;13tjnrﬁI;Z;i Sertifikat Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi penguijian perangkat telekomunikasi

24



' S)V'V-V-Penyusunan rancangan indikator survei, rancangan kuesioner, metode
sampling ,pedoman Quality Assurances (QA)dan Quality Contro/ (QC) Data.
a. Rancangan Indikator dan Kuesioner Survei

Untuk dapat melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat

(IKM) terhadap kualitas layanan publik Ditien SDPPI, maka perlu dirumuskan
atribut-atribut kepuasan layanan publik Ditien SDPPI yang berpedoman kepada
regulasi berikut ini.

T

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan
bahwa komponen standar pelayanan sekurang -kurangnya
meliputi:

Dasar hukum;

Persyaratan;

Sistem, mekanisme, dan prosedur;

Jangka waktu penyelesaian;

Biaya/tarif;

Produk pelayanan;

Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;

Kompetensi pelaksana;

Pengawasan internal;

10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11) Jumlah pelaksana;
12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pelayanan;

13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan;
dan

14) Evaluasi kinerja pelaksana.

M

1)

2)

3)

4)

PermenPAN -RB No. 14 Tahun 2017, menyatakan bahwa ruang
lingkup Survei Kepuasan  Masyarakat meliputi:

Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, mekanisme, dan prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/tarif.




Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.
5) Produk spesifikasi jenis pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil glayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pe
laksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku pelaksana.
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelakanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak

(gedung).
9 Surat Edaran Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi
dan Informatika Nomor 02 Tahun 2015 menyatakan bahwa indeks

kepuasan masyarakat (IKM) diukur berdasarkan indikator dan
atribut sebagai berikut:

1) Indikator Persyaratan diukur berdasarkan atribut:

a. Tersedia informasi tentang persyaratan yang jelas dan mudah
dipenuhi;

b. Kesesuaian antara persyaratan dengan peraturan perundang-
undangan;

c. Kemudahan mendapatkan formulir persyaratan;

d. Kemudahan pengisian dan penggunaan formulir persyaratan; dan

e. Kemudahan pengurusan persyaratan.

2) Indikator Sistem, mekanisme, dan prosedur diukur berdasarkan atribut:

a. Tersedia prosedur yang jelas, mudah dan tidak berbelit-belit;
b. Kemudahan penyampaian pelayanan;
c. Transparansi dalam prosedur pelayanan;



d. Tidak adanya pihak perantara (broker) dalam pengurusan pelayan-an;
dan

e. Ketersediaan media informasi tentang prosedur pelayanan (website,
brosur, pamflet, media sosial, workshopseminar/sosialisasi).

3) Indikator Waktu penyelesaian diukur berdasarkan atribut:

a. Terdapat standar waktu pelayanan;

b. Ketersediaan media informasi tentang waktu pelayanan;

c. Kecepatan waktu pelayanan sesuai dngan maklumat waktu
pelayanan;
Ketepatan waktu dan jadwal pelayanan;
Keseluruhan proses selesai dalam waktu yang ditetapkan; dan

f. Tahapan waktu pelayanan dapat diketahui dengan mudah.

4) Indikator Biaya/tarif diukur berdasarkan atribut:

a. Kemudahan carapembayaran/penyetoran biaya;

b. Jaminan keamanan dan transparansi dalam biaya dan tarif;

c. Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang
ditetapkan; dan

d. Kewajaran biaya pelayanan.

5) Indikator Produk spesifikasi jenis pelayanan diukur berdasarkan atribut:

a. Ketersediaan informasi tentang jenis pelayanan dan spesifikasinya
yang jelas;

b. Transparansi jenis pelayanan dan spesifikasinya;
Kesesuaian antara hasil yang didapatkan dengan spesifikasi
pelayanan; dan

d. Kualitas pelayanan secara keseluruhan.

6) Indikator Kompetensi pelaksana diukur berdasarkan atribut:

a. Kemampuan petugas dalam memberikan informasi yang jelas dan
mudah untuk dimengerti tentang pengurusan layanan;

b. Sikap proaktif petugas dalam melayani pengguna termasuk merespon
masalah;

c. Kompetensi dan kecakapan petugas dalam melayani pengguna;

d. Kemampuan petugas memberikan pelayanan secara menyeluruh dan
tuntas; dan

e. Keterampilan petugas dalam melayani pelayanan.

7) Indikator Perilaku pelaksana diukur berdasarkan atribut:

a. Perhatian petugas secara khusus melayani pemintaan pengguna;

b. Petugas menampung dengan seksama kebutuhan pengguna sesuai P~
peruntukannya; ’

c. sikap petugas dalam memberikan informasi dan keterangan mengenai
pengurusan pelayanan izin;




d. Kesungguhan petugas dalam membantu; dan
e. Kedisiplinan petugas pelayanan.

8) Indikator Penanganan pengaduan, saran dan masukan diukur berdasarkan
atribut:

a. Kemampuan Petugas untuk cepat tanggap terhadap keluhan
pengguna;

b. Kecepatan (tindakan segera) petugas dalam menyelesaikan masalah
atau memberikan bantuan kepada pengguna layanan; dan

c. Mekanisme/jalur pengaduan dalam hal pengguna layanan mengalami
masalah dalam pengurusan layanan.

9) Indikator Saran dan prasarana masukan diukur berdasarkan atribut:
a. Fasilitas dan keadaan fisik gedung kantor pelayanan;
b. Kenyamanan, kebersihan dan kerapihan ruang pelayanan; dan

c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan,
termasuk sistem informasi pelayanan berbasis web.

Indikator survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) mengadopsi
indikator survei Int egritas Pelayanan Publik KPK. [1IPP suatu unit layanan publik
didefinisikan sebagai tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam
melaksanakan atau menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan
kode etik unit layanan yang bersangkutan di dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat/pengguna layanan.

IIPP diperoleh berdasarkan penilaian dari pihak eksternal, dalam hal ini
pengguna layanan publik. IIPP dihitung berdasarkan kombinasi antara variabel

ATransparansi dan Alduamt d@dAikluint ad i PédltaysaPeamga@
ATransparansi dan Akuntabilitas Pelayananio
Layanan Publi ko dan #AAkuntabilitas Penang:
vari abel AAkunt abi | it acascadhg gnenjadii idikatdri t ur un k
AAkuntabilitas Pegawai 0. I ndi kator survei
Tabel 2.4. Indikator Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (1IPP)
Dimensi Indikator No Deskripsi
Penilaian Transparansi 1 Adanya [ransparansi
Integritas
Eksternal 2 | Adanya prosedur layanan

w

Ketaaatan pada prosedur
Bebas dari pengistimewaan pada orang/kelompok

4 | tertentu

5 | Bebas dari diskriminasi identitas/golongan dalam
Sistem Anti 6 | Kampanye anti korupsi yang efektif
Korupsi 7 | Sistem (upaya) pencegahan korupsi yang efektif
Integritas 8 | Adanya budaya kejujuran
Pegawal 9 | Bebas dari kepentingan pribadi dalam bertugas

10 | Bebas dari penyalahgunaan wewenang




Dimensi Indikator \[e} Deskripsi

Pelayanan yang baik

Penilaian | Budaya
Integritas | Organisasi
Internal

Adanya transparansi

Bebas dari kepentingan pribadi dalam bertugas
Bebas dari calo/perantara

Bebas dari pertimbangan asatusul/golongan
Perintah sesuai denganaturan yang berlaku
Bebas dari suap/gratifikasi

Kampanye anti korupsi yang efektif

Sistem (upaya) pencegahan korupsi yang efektif
Pengelolaan Bebas dari keistimewaan saat seleksi penerimaan
SDM 9 | pegawai

10 | Sistem penilaian kinerja

11 | Bebas dari faktor kedekatan politik

12 | Kebijakan karir bebas dari pemberian hadiah
Kebijakan peningkatan kualitas SDM bebas dari
13 | pemberian hadiah

Pengelolan 14 | Bebas dari penyelewengan anggaran

Anggaran Pengadaan barang dan jasa bebas dari
15 | penyelewengan

16 | Bebas dari penggembungan anggaran

Bebas dari penggunaan anggaran yang tidak
17 | sesuai perencanaan

18 | Bebas dari proyek fiktif

19 | Bebas dari penyelewengan dinas

Sistem Anti
Korupsi

(N |O |0 | W [N |

Penilaian
Integritas

Transparansi 1 | Adanya transparansi
Adanya prosedur layanan

Ketaaatan pada prosedur
Bebas dari pengistimewaan pada orang/kelompok
tertentu

Bebas dari diskriminasi identitas/golongan dalam
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b. Rancangan Kuesioner Survei (IKM dan IIPP)

Setelah indikator survei IKM dan IIPP selesai disusun, maka tahap

selanjutnya adalah menyusun rancangan kuesioner yang akan digunakan pada
saat pengumpulan data dari pengguna layanan. Penyusunan rancangan
kuesioner ini merupakan tahap yang sangat krusial dan inti dari sebuah kegiatan

survei. Rancangan kuesioner disusun secara khusus agar dapat dipergunakan
untuk mengukur | KM dan IIPP sekaligus dalam satu kali pelaksanaan survei.

1)
2)

3)

Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan kuesioner, antara lain:

Substansi pertanyaan dalam instrumen harus sesuai dengan tujuan penelitian. B
Redaksi setiap butir pertanyaan dalam instrumen mudah dimengerti dan tidak
membingungkan responden, sehingga responden mudah menjawabnya.

Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda (multi tafsir),
sehing-ga tidak menyulitkan responden untuk menjawabnya.

/]



4) Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan tentang perihal yang
aktual, mudah diingat responden, bukan pertanyaan yang perlu berfikir keras
dalam menjawabnya.

5) Sebaiknya jumlah butir pertanyaan tidak terlalu banyak, agar responden tidak
jenuh menjawabnya.

6) Urutan pertanyaan dapat dimulai dari pertanyaan yang umum menuju ke
pertanyaan yang spesifik/khusus atau dapat dimulai dari hal yang mudah
menuju ke hal yang lebih sulit.

Jenis pertanyaan dalam kuesioner pada umumnya terdiri dari:

1) Pertanyaan saringan (screening question)

Pada awal pertanyaan dalam kuesioner biasanya terdapat beberapa
pertanyaan saringan yang berfungsi untuk menyaring calon responden yang
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2) Pertanyaan tertutup (close ended question)

Pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan dalam kuesioner yang
mengharapkan responden untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang telah
disediakan (multiple choice). Pertanyaan tertutup ini akan membantu responden
untuk menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan
pengolahan data.

Pilihan jawaban close ended question untuk mengukur indeks kepuasan
masyarakat umumnya disusun dalam bentuk scale response questiondengan
menggunakan skala Likert , seperti contoh berikut:

1 = STP, Sangat tidak Puas, berarti pengguna layanan sangat tidak puas.
2 = TP, Tidak Puas, berarti pengguna layanan tidak puas.
3 =P, Puas, berarti pengguna layanan puas.

4 = SP, Sangat Puas, berarti pengguna layanan sangat puas.

Sedangkan close ended question untuk mengukur IKM dan IIPP akan
disusun dalam bentuk multiple choice yang disesuaikan dengan maksud dan
tujuan masing-masing pertanyaan.

3) Pertanyaan terbuka (open ended question)

Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang mengharapkan
responden menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian kata-kata responden
sendiri.

Beberapa bagian pertanyaan yang harus ada dalam kuesioner, antara lain
dijabarkan sebagai berikut:

1) Identitas Responden.

Pertanyaan tentang identitas diri responden diperlukan untuk mendapatkan
data demografi responden yang akan dipergunakan dalam analisis profil
responden.




2) Pertanyaan Utama.

Pertanyaan utama adalah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang
diarahkan untuk menggali data dan informasi mengenai tingkat kepuasan
masyarakat pengguna layanan dan integritas pelayanan publik Ditien SDPPI.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya pada landasan teori, untuk
memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), maka harus mengukur harapan
atau tingkat kepentingan (importance) masyarakat pengguna layanan
terhadap kualitas layanan yang diharapkan dan tingkat kinerja (performance)
yang diterima oleh masyarakat pengguna layanan. Oleh karena itu setiap
responden yang disurvei diminta untuk memberikan penilaiannya terhadap 2
(dua) hal sekaligus, yaitu: (1) tingkat kepentingan ( importance) setiap
atribut/indikator SKM, dan (2) tingkat kinerja ( performance) untuk setiap butir
pernyataan (statement) dalam kuesioner.

Penilaian responden terhadap tingkat kepentingan (importance)
dilakukan dengan cara memberikan peringkat terhadap 9 (sembilan)
atribut/indikator SKM. Contoh hasil penilaian responden terhadap tingkat
kepentingan (importance) terhadap atribut/indikator SKM disajikan pada Tabel
2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Contoh hasil penilaian tingkat kepentingan (/mportance)

Ranking yang diberikan oleh Responden
No Atribut/ Indikator e U S U R;Z:Z" Rank
R-1|R-2|R-3|R-4[R-5|R-6(R-7|R-8|R-9|R-10
1 |Persyaratan 3246434415 4 | 3,90 2
2 |Sistem, mekanisme, dan prosedur [ 5 | 1 | 1 2|11[2]1(2 1 | 1,70 1
3 |Waktu penyelesaian 6 4|7 ]]10{6|4|3|6]|7 8 | 6,10 6
4 |Biaya/Tarif 81632 )3|6]|6]2]|1| 3400 3
5 |Produk Spesifikasi JenisPelayananf 2 | 5 | 6 |7 |8 |2 |1 |7 |6 7 | 5,10 4
6 |Kompetensi Pelaksana 918|251 ]|8|7|5|8]| 2 |550 5
7 |Perilaku Pelaksana 4 514795814 9 6,11 7
8 Penanganan Pengaduan, Saran 10/ 9 /10| 9 |10]|10]|9|9]|3] 10890 9
dan Masukan
9 [Sarana dan Prasarana 71781319 |5]10[10]10| 5 7,40 8

Keterangan : R-1, R-2,...dst = Responden ke-1, 2,...dst

Sedangkan penilaian responden terhadap tingkat kinerja (perfomance
dilakukan dengan cara memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang telah
disediakan, yaitu:

1. STS = Sangat tidak setuju, berarti responden sangat tidak puas.

2. TS =Tidak Setuju, berarti responden tidak puas.
3. S = Setuju, berarti responden puas.
4. SS = Sangat Setuju, berarti responden sangat puas.

Penyusunan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mengacu kepada 9
(sembilan) indikator SKM. Setiap indikator akan diterjemahkan ke dalam satu
atau lebih pertanyaan yang dapat diperinci sebagai berikut:




1) Persyaratan

a.

Bagaimanatingkat kepuasan responden terhadap kejelasan persyaratan
dalam pengurusan layanan publik di Ditien SDPPI ?

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan memenubhi
persyaratan dalam pengurusan layanan publik di Ditien SDPPI ?
Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kesesuaian persyaratan
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI ?

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan
mendapatkan informasi tentang prosedur layanan publik yang dilakukan
di Ditien SDPPI ?

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap ketersediaan media
informasi tentang prosedur layanan publik di Ditjen SDPPI ? (website,
brosur, pamflet, media sosial, workshog seminar/sosialisasi) ?
Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan mengikuti
prosedur layanan publik di Ditien SDPPI ?

3) Waktu PenyelesaianLayanan

a.

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap ketersediaan media
informasi tentang waktu penyelesaian pelayanan di Ditjen SDPPI?
Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap waktu penyelesaian
layanan publik di Ditien SDPPI ?

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan untuk
mengetahui tahapan penyelesaian proses layanan publik Ditien SDPPI ?

4) BiayaTarif

a.

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap transparansi biaya yang
harus dibayar ?

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan cara
pembayaran/ penyetoran biaya layanan di Ditien SDPPI ?

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kesuaian biaya yang
dibayar dengan biaya yang ditetapkan dalam peraturan ?

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

a.

b.

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap transparansi produk
layanan publik di Ditjien SDPPI ?

Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kejelasan spesifikasi
produk layanan publik di Ditien SDPPI ?

6) Keterandalan Aplikasi

a.
b.

@ ~o o

Aplikasi pengurusan layanan mudah diakses
Aplikasi pengurusan layanan user-friendly atau mudah digunakan oleh
pengguna layanan.

Aplikasi tidak error atau hang saat melakukan upload dan download
dokumen pengajuan layanan.

Aplikasi tidak pernah down (dapat diakses terus menerus selama 24 jam).
Adanya notifikasi atas pengiriman dokumen atas layanan.
Tracking status penyelesaian pelayanan
Performanceaplikasi
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7) PenangananPengaduan, Saran dan Masukan
a. Bagaimanatingkat kepuasan responden terhadap kemudahan mekanisme
penyampaian pengaduan/saran/masukan ?
b. Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kecepatan respon
petugas terhadap pengaduan/saran/masukan dari responden ?
c. Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap penyelesaian masalah
pengaduan/saran/masukan responden ?
8) Saranadan Prasarana
a. Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan akses
website pelayanan ?
b. Bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap keterandalan website
pelayanan (tidak pernah down atau hang) ?

Butir-butir pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur indeks integritas
pelayanan publik (IIPP) mengacu pada butir-butir pertanyaan pada survei
integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK. Dari uraian tentang
penyusunan kuesioner ini, maka dapat disusun rancangan butir-butir pertanyaan
dalam kuesioner, baik untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
maupun Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP).

Metode sampling

Pembahasan Saeplingangeldal u terkait dengart
APopul asi 0. Popul asi adal ah keseluruhan e
Penelitian yang dilakukan terhadap seluruh elemen populasi dinamakan sensus.

Idealnya, agar hasil penelitian lebih bisa dipercaya, maka seorang peneliti harus
melakukan sensus.

Banyak kendala yang akan dihadapi dalam meneliti seluruh elemen
populasi, seperti keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya
manusia. Oleh karena itu, penelitian biasanya dilakukan terhadap sebagian dari
keseluruhan elemen populasi atau biasads e but dengan i stilah @S
hasil penelitian terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya, dalam pengertian
sampel yang diteliti masih bisa mewakili karakteristik populasinya, maka cara
menentukan/penarikan sampel harus dilakukan secara seksama. Caa
menentukan/penarikan sampel dikenal dengan istilah metode sampl/ing atau
metode pengambilan sampel.

Secara umum, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili
sebanyak mungkin karakteristik populasi. Namun sepanjang sejarah penelitian,
belum pernah ada sampel yang bisa mewakili 100% karakteristik populasi
sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam setiap penarikan sampel senantiasa
melekat sebuah kesalahan, yang dikenal dengan nama/i Sa mp / i ngatair r or o0
Margin of Error O . Ma r g i ndidedirfisikaf sebagai selisih antara nilai
statistik hasil pengukuran terhadap unit pengamatan dalam sampel dengan nilai
parameter populasinya. Margin of Error dinyatakan dalam bentuk persentase (%)
yang dapat pula diartikan sebagai persentase tingkat kesalahan pendugaan
parameter populasi yang masih bisa ditoleransi. Margin of Error berkaitan erat
dengan banyaknya jumlah sampel yang disurvei, semakin banyak jumlah sampel ///ﬁj




yang diambil, umumnya akan semakin merepresentasikan karakteristik
populasinya dan hasil survei lebih dapat digeneralisasikan.

Terkait dengan rancangan sampling, maka perlu dipaparkan metode yang
akan digunakan untuk:

1 Metode yang digunakan untuk menghitung sampel minimum

Dilihat dari substansi tujuan penarikan sampel, yakni untuk memperoleh
representasi populasi yang tepat, maka banyaknya sampel yang akan diambil
perlu  mempertimbangkan  karakteristik  populasi dan  kemampuan
mengestimasinya. Karakteristik populasi akan menentukan teknik pengambilan
sampel yang akan digunakan. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk
mengurangi /margin of error dan meningkatkan kemampuan estimasi parameter
populasi dari nilai statistik yang diperoleh dari sampel.

Kemampuan estimasi parameter populasi dari nilai statistik sampel terkait
dengan presisi/ketepatan nilai statistik sampel dalam mengestimasi parameter
populasi serta besarnya peluang nilai statistik sampel dapat digeneralisasikan
atas populasinya. Untuk mencapai presisi yang lebih baik memerlukan ukuran
sampel yang banyak. Seberapa besar ukuran sampel yang akan diambil
tergantung pada keragaman data yang diamati, tingkat kesalahan yang
ditoleransi (margin of error) serta tingkat kepercayaan (confidence interval).

Untuk menghitung banyaknya sampel yang akan diambil dapat
menggunakan rumus Slovin atau rumus Krejcie and Morgan seperti yang
dijabarkan sebagai berikut :

Rumus S/ovin (Sevilla et. al., 1960:182) : n = N .
1+Ne?
Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Batas toleransi kesalahan (Margin of Error).

P NP(1-P)

Rumus Krejcie and Morgan n = - -
(N=1)d +y .P(1-P)

Keterangan:
n = Jumlah/ukuran sampel.
N = Jumlah/ukuran populasi.

P 2 Nilai statistik Ch-Kuadrat
P
d

Jika disimulasikan jumlah anggota populasi (N) dan ukuran sampel (n) o
denga’n= 196, P = 0,5 maka pada tingkat kepercayaan 95% dapat
disimulasikan besarnya margin of error seperti terlihat pada tabel be rikut.

Proporsi Populasi

Galat pendugaan atau Margin of Error.
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Tabel 2.6. Estimasi Margin of Error untuk ukuran sampel 1.000 responden.

JUIE POPU,I?S' o _ Margin of | Ukuran
Pelanggan Ditjen Nilai Statistik Error e
SDPPI
N P .2 e n
1.000.000 0,5 1,96 3,10% 1000
500.000 0,5 1,96 3,10% 1000
250.000 0,5 1,96 3,09% 1000
100.000 0,5 1,96 3,08% 1000
50.000 0,5 1,96 3,07% 1000
39.027 0,5 1,96 3,06% 1000

Pada Tabel 10 terlihat bahwa untuk ukuran sampel 1.000 responden dan
jumlah anggota populasi pengguna layanan Ditien SDDPI diasumsikan sebesar
39.027, maka margin of error sebesar 3,06%. Jika jumlah anggota populasi
pengguna layanan sebesar 50.000, makamargin of error sebesar 3,07%. Begitu
seterusnya, margin of error ditentukan oleh jumlah anggota populasi pengguna
layanan dan ukuran sampel yang digunakan, yaitu 1.000 responden. Data
simulasi ini menunjukkan bahwa dengan jumlah anggota populasi pengguna
layanan Ditjen SDDPI sampai dengan 1 juta pengguna dan ukuran sampel 1.000
responden, maka margin of error masih berada di bawah 5%.

1 Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel

Perhitungan indeks pelayanan publik Diten SDPPI dilakukan pada 4
(empat) pelayanan publik, tetapi dua unit layanan lain sudah melakukan survei
secara mandiri yaitu Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dan
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Untuk itu rencana pekerjaan
hanya fokus survei pada 2(dua) layanan publik Perizinan Spektrum Frekuensi
Radio dan Sertifikasi Operator Radio Ditjen SDPPI.

Setelah mendapatkan jumlah anggota populasi pengguna layanan Ditjen
SDDPI berdasarkan data pengguna layanan (ustomer) yang diperoleh dari 2
(dua) unit layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, selanjutnya
disusun metode sampling yang akan digunakan untuk menentukan pengguna
layanan yang akan disurvei.

Met ode Sampling yang akan digunakan pad
Publ i k Ditj en ClBeriReAddn Samplind Metode cluster random
sampling digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa pengguna layanan publik
Ditien SDDPI terdiri dari 2 (empat) kelompok pengguna layanan, yaitu kelompok
masyarakat yang mengurus layanan:

1) Perizinan spektrum frekuensi radio;
2) Sertifikasi operator radio;

Secara garis besar, metode cluster random sampling yang akan digunakan
pada survei IKM dan IIPP dapat dirangkum dalam Gambar berikut ini.




Populasi Pengguna layanan
publik Ditjen SDPPI, disimbolkan
dengan N  terdiri dari 4
kelompok, yaitu:

N1 = perizinan spektrum
N4 frekuensi radio
N2 = sertifikasi operator radio
N3 = sertifikasi alat dan
perangkat telekomunikasi
= Pengujian alat dan
perangkat

irisan N4
N3 & N4

Catatan: terdapat irisan antara
N3 dan N4

v v v v

Daftar (List) Daftar (List) Daftar (List) Daftar (List)
Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna
Layanan NI Layanan N2 Layanan N3 Layanan N4

I I | |
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Proses pemelihorcan/pengambildn sampel
dari setiap daftar (list) Pengguna Layanan

! v : ‘ I

sampel sampel Sampel Sampel
pengguna pengguna pengguna pengguna
Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna
Layandan yang Layanan yang Layanan yang Layanan yang
akan di survei akan di survei akan di survei akan di survei
(n1) (n2) (n3) (na)

Gambar 2.12 Skema Pemilihan/PengambilanCluster Random Sampling

Beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam proses pemilihan/
pengambilan sampel dari setiap daftar (L/s) pengguna layanan, yang perlu
ditentukan jalan keluarnya antara lain:

1) Terambil sampelperusahaan yang sama, personil yang diwawancarai 2 (dua)
orang yang berbeda pada saat survei di kantor perusahaan dan di loket
pelayanan, untuk satu unit layanan, maka solusi yang diambil adalah personil
yang pertama kali diwawancarai.

Kemungkinan pertama ini terjadi karena 2 (dua) orang tenaga
interviewer melakukan wawancara dalam waktu yang hampir bersamaan di
dua tempat yang berbeda, satu di alamat kantor perusahaan, satu lagi di
loket pelayanan.

2) Terambil sampel perusahaan yang sama, personil yang dinvawancarai 2 (dua)
orang yang berbeda, untuk 2 (dua) unit layanan yang berbeda pula, maka
solusi yang diambil adalah kedua personil yang diwawancarai tersebut
sah/valid sebagai responden bagi 2 (dua) unit layanan yang berbeda.




Kemungkinan kedua ini terjadi karena satu perusahaan mengurus 2
(dua) jenis layanan yang berbeda yang dilakukan oleh 2 (dua) orang staf
perusahaan. Contoh kasus: PT. AAA mengurus lIzin Frekuensi Radio dan
Sertifikasi Alat yang diurus oleh 2 (dua) staf PT. AAA.

3) Terambil sampel satu perusahaan, personil yang diwawancarai satu orang
yang mengurus 2 (dua) unit layanan yang berbeda, maka solusi yang diambil
adalah personil tersebut sah/valid sebagai responden hanya bagi satu unit
layanan.

Kemungkinan ketiga ini terjadi karena satu perusahaan menugaskan
satu stafnya untuk mengurus dua layanan sekaligus, seperti pada unit
layanan sertifikasi dan pengujian alat.

Untuk survei IIPP, responden yang akan dilakukan survei adalah:

1) Pengguna Layanan

2) Pihak internal sebanyak populasi pegawai SDPPI;

3) Pakar yang merupakan orang yang berkompeten terhadap pelayanan
publik di Ditien SDPPI.

d. Menyusun metode  Quality Assurance (QA) pelaksanaan survei dan
Quality Control (QC) data.

Agar kualitas data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dapat
terjamin keakuratan dan kevalidannya, maka terhadap proses pelaksanaan survei
dilakukan Quality Assurance (QA), dan terhadap data kuesioner dilakukan
Quality Contro/l (QC) data.

Quality Assurance (QA) * consi sts of that rApart of
focused on providing confidence that qgual
Terkait dengan kegiatan ini, program QA diperlukan untuk memastikan bahwa
setiap proses atau tahap pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi persyaratan
mutu (quality requirements) yang ditentukan, mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan survei lapang, pengolatan dan analisis data, sampai pelaporan dan
presentasi hasil.

Khusus pada tahap pelaksanaan survei lapangan, QA diperlukan untuk
memastikan bahwa responden yang diwawancarai benarbenar ada (bukan
responden fiktif) sesuai dengan metode sampling yang sudah ditentukan, dan
proses wawancara benarbenar telah dilaksanakan (bukan hasil rekayasa
enumerator), sesuai dengan panduan wawancara yang ditetapkan.

QA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut 2:

'http://asg.org/learn -about-quality/quality -assurance-quality-control/overview/overview.html
2

https://books.google.co.id/books?id=piDgDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dg=STATISTICAL+MET
HOD+FOR+quality+

assurance&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3gbWiocXVAhVDvVISBKHd7THC8WEAEILjAB#v=0nepage&q /
=STATISTICAL%20METHOD%20FOR%20quality%20assurance&f=false /
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i. Mengidentifikasi dan menganalisis proses logis (Logical process
/dentification and analysis) pelaksanaan survei dengan menggunakan
Flowchart pelaksanaan pekerjaan

ii. Menyusun prinsip dasar dari QA pengumpulan data (E/ementary principles
of quality assurance data collection).

QA pada saat pelaksanaan survei dilakukanoleh supervisor dengan cara
witnesses, yaitu menyaksikan enumerator dalam melakukan wawancara ke
beberapa responden yang dipilih secara acak untuk memastikan proses
wawancara berjalan dengan baik dan kriteria responden sesuai dengan sampel
yang telah ditentukan, serta memberikan masukan kepada enumerator tentang
jalannya wawancara. Pada saat witnesses ini, pihak Tim Teknis dapat pula
melakukan spot checkedatau supervisesecara bersamasama dengan supervisor
LPPM IPB.

Quality Control (QC) 2/ s t hat nrApart of quality man
ful filling qual/QCtData bertuganiumuk melakukan.verifikasi
output yang dihasilkan dari survei (verifying the quality of the output). QC data
dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, di lokasi survei dan di LPPM IPB. QC Data
Tahap | dilaksanakan di lokasi survei dengan cara manual checkingdan uji petik.
Manual checking dilaksanakan dengan cara memeriksa secara manual seluuh
lembar kuesioner yang sudah terisi untuk memeriksa kelengkapan jawaban
responden, sedangkan Uji Petik dilaksanakan dengan cara mengambil secara
acak beberapa lembar kuesioner yang telah terisi, kemudian menghubungi
kembali responden via telepon (call-backed).

QC Data Tahap Il dilakukan di LPPM IPB oleh Divisi QC Data dengan cara
kembali melakukan manual checking terhadap semua lembar kuesioner yang
sudah diterima di LPPM IPB. QC Data Tahap Il dapat melakukan sekali lagi Uji
Petik, jika masih ditemui lembar kuesioner yang diragukan kebenaran
jawabannya.

4) Ujicoba kuesioner

Kuesioner yang telah disusun, sebelum dipergunakan untuk kegiatan survei lapangan
perlu dilaksanakan ujicoba kuesioner (Test the questions) terlebih dahulu. Ujicoba

kuesioner
kuesioner

bertujuan untuk mengetahui validitas dan tingkat keterandalan (reliability)

. Ujicoba dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara pada kelompok kecil

responden berjumlah antara 10 T 15 orang dengan menggunakan format kuesioner yang

telah disu

sun. Tingkat keterandalan kuesioner diuji dengan menggunakan uji Cr onbac hé s

Alphapada perangkat lunak (Software) SPSS.

Perhitungan Cr on b a ¢ h 6 dalam4A%PB8% alidasarkan pada banyaknya item
pertanyaan (k) dan rasio dari rataan covariant (ko-ragam) antar /jfem dan rataan varian
(ragam) antar itemnya, yang dirumuskan sebagai berikut:

a=

e ok ,@ Keterangan:
K é asy K2 = Jumlah pertanyaan
K : =1 > u S = Ragam antar responden untuk skor pertanyaan ke-i
-1é u 2
g So H ot
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Sebuah kuesioner dikatakan terandal/reliabel, jikanilai Cr o n b a ¢ hdistas 8680p h a
Jikanilai Cr o n b a ¢ h yasg digerotelh di bawah 0.60, maka dilakukan revisi kuesioner
dan ujicoba ulang sampai diperoleh nilai Cr o n b a ¢ h di atas 8,60p /h a

5) Pengembangan sistem informasi dalam format Computer Aided Web
Interviewing  (CAWI)

LPPM IPB telah memiliki aplikasi survei yang merupakan sistem informasi survei
terpadu yang dapat digunakan untuk pelaksanaan survei mandiri. Pembangunan sistem ini
mengadopsi kebutuhan responden dalam mengisi kuesioner secarasehingga memudahkan
responden dalam mengisi kuesioner. Sistem CAWI dibangun disesuaikan dengan kuesioner
yang akan digunakan di lapangan terutama dalam hal kebutuhan data yang akan dijadikan
bahan untuk analisis.

2.4.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
2.4.2.1. Pelaksanaan survei untuk pengumpulan data primer

Sejalan dengan pendekatan Quantitative, maka pengumpulan data primer
dilakukan dengan metode survei melalui survei secara on/ine dengan bantuan CAWI
terhadap pengguna layanan. Responden yang dikirimi /ink survei harus mengikuti kerangka
sampel (sampling frame) yang diperoleh dari data pengguna layanan publik khususnya
pengguna layanan SFR dan SOR di lingkungan Ditjen SDPPI.

Metode pengumpulan data survei dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu
metode atau gabungan dari beberapa metode pengumpulan data survei, yaitu:

a. Pengisian kuesioner dilakukan secaraoniine ( Online survey).
b. Wawancara langsung melalui sambungan telepa/HP

Mekanisme pengumpulan data survei kepuasan masyarakat pengguna layanan Ditjen
SDPPI dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hubungi calon responden terpilih untuk memberitahukan bahwa akan ada survei
secara onl/ine melalui pengiriman /ink survei, sambil menjelaskan maksud dan tujuan
survei, serta meminta kesediaan calon responden terpilih.

2) Kirimkan /ink survei online kepada calon responden terpilih.

3) Jika calon responden terpilih belum mengisi kuesioner dalam batas waktu yang
ditentukan, maka hubungi kembali calon responden terpilih untuk mengingatkan
untuk segera mengisi kuesioner.

4) Setelah calon responden terpilih yang telah dihubungi kembali belum juga mengisi
kuesioner, maka lakukan pergantian responden dengan melakukan kembali proses
pengambilan sampel sepeti telah diuraikan sebelumnya.

5) Jika pada akhir waktu pelaksanaan survei secara online berakhir (biasanya lama 2
minggu) belum juga memenuhi target jumlah pemohon yang akan disurvei untuk
setiap kelompok pengguna layanan Ditien SDPPI, maka selanjutnya lakulan
wawancara langsung melalui sambungan telepon/HP dengan calon responden terpilih
sampai memenuhi target jumlah pemohon yang disurvei untuk setiap kelompok
pengguna layanan Ditjen SDPPI.
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' 6) " Pada saat proses wawancara melalui telepon/HP ini, interviewer menuliskan semua
jawaban responden pada lembar kuesioner sesuai dengan jawaban responden. Tidak
diperkenankan mengubah, menghapus dan menambahkan jawaban yang diberikan
responden.

7) Setelah seluruh pertanyaan dalam lembar kuesioner selesai diisi, periksa kembali
kelengkapan jawaban yang harus diisi oleh responden. Jika /nterviewer sudah yakin

semua jawaban dalam | embar kuesioner terisi
Kasi ho kepada responden, |l alu tutup sambunga

8) Data kuesioner yang telah terkumpul dan diinput ke dalam sistem berdasarkan survei
onfine menggunakan aplikasi survei onfine, dilakukan pemberian kode numerik
terhadap setiap jawaban responden dan konversi ke file worksheet excel, sedangkan
data kuesioner yang terkumpul dari proses wawancara melalui telepon/HP dilakukan
pemberian kode dan input data ke file worksheet excel menambahkan data dari
survei online.

2.4.2.2. Proses QC/data kuesioner dalam sistem informasi CAWI

Verifikasi data dilakukan dengan cara membuka kembali setiap data kuesioner yang
telah diinput ke dalam aplikasi CAWI. Apabila ditemukan data yang kurang lengkap atau
salah ketik/input, maka dilakukan konfirmasi ke responden yang bersangkutan. Apabila
data kuesioner dapat dilengkapi, maka dilakukan revisi data kuesioner, sehingga data
kuesioner dapat dinyatakan sebagai data hasil survei yang sudah lulus QC data. Sebaliknya
apabila data yang kurang lengkap atau salah ketik/input tersebut sulit dilakukan konfirmasi
ke responden yang bersangkutan, maka data didrop dan diganti dengan responden yang
baru.

2.4.2.3. Penyusunan dan pembahasan laporan kemajuan

Hasil tahap pelaksanaan survei lapangan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Kemajuan. Laporan Kemajuan ini akan dibahas dengan Tim Teknis SDPPI dengan tujuan
untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei lapangan dan temuantemuan di lapangan.

2.4.2.4. Tahap Pengolahan dan data analisis

Setelah memperoleh keluaran (Oufputf) dari hasil pengolahan data yang telah
dilakukan agregasi, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data berupa interpretasi
angka indeks dan analisis pendukung lainnya. Hasil analisis data survei antara lain adalah:

2.4.2.5. Analisis Indeks Kepuasaan Pelayanan Publik Ditien SDPPI

Analisis terhadap Indeks Kepuasaan Pelayanan PublikDitjien SDPPI dilakukan untuk
membuat interpretasi dari nilai indeks tersebut. Interpretasi Indeks Kepuasaan Pelayanan
Publik Ditien SDPPI mengacu kepada PermenPANRB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Di dahm PermenPANRB tersebut, Indeks
Kepuasaan Pelayanan Publik Ditjien SDPPI diukur dalam skala O 100. Oleh karena itu
Indeks Kepuasaan Pelayanan Publik Ditien SDPPI yang dihasilkan pada proses pengolahan
data dikonversi terlebih dahulu ke skala 0 i 100. Metode konversi skala pengukuran Indeks
Kepuasaan Pelayanan Publik Ditien SDPPI dapat diuraikan sebagai berikut:

8 . EIl KE
El- AD. EI- £E
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Keterangan :
Y = Skala pengukuran 0 i 100
X = Skala pengukuran 1 7 4
Nilai Min = Nilai minimum pada skala 17 4, yaitu 1
Nilai Min = Nilai maksimum pada skala 1 i 4, yaitu 4
Setelah dikonversi, maka interpretasi Indeks Kepuasaan Pelayanan Publik Ditjen

SDPPI tersaji pada tabel berikut ini.

1)

2)

NILAI INTERVAL (NI)

l+ 1,0000 - 2,5996 2,6000 - 3,0664 3,0644 - 3,56324 3,324 - 4,000
D c B A

r’ 25,00 - 64,99 65,00 - 76,60 76,61 - 88,30 88,31 - 100,00

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)

Keterdngon:

D = TIDAK BAIK

C = KURANG BAIK
B = BAIK

A = SANGAT BAIK

Tabel 2.7. Interprestasi Indeks Kepuasaan Pelayanan Publik Ditien SDPPI.

Analisis 7op Two Boxes (TTB) Indeks Kepuasaan Pelayanan Publik Ditjen
SDPPI.

Analisis TTB memberikan gambaran keberhasilan dari kualitas Pelayanan
Publik Ditien SDPPI. Gambaran keberhasilan kualitas Pelayanan Publik Ditien SDPPI
ini berupa persentase (%) masyarakat pengguna layanan yang memberikan
penilaian positif terhadap kualitas Pelayanan Publik Ditien SDPPI berikut adalah
contoh TTB.

Sangat . Sangat
: Tidak Puas Puas Total
tidak Puas Puas

6,33% 8,21% 70,19% 15,27% 100%

TOP TWO BOXES
85,46%

Analisis persent ase (%) Pencapaian Pemenuhan Harapan ( expectation )
Pengguna Layanan Publik Ditien SDPPI atas setiap indikator survei

Analisis persentase (%) pencapaian pemenuhan Harapan (expectation)
Pengguna Layanan Publik Ditien SDPPI atas setiap indikator survei memberikan
gambaran tentang kinerja Unit Layanan Publik di lingkungan Ditjen SDPPI berup




7_ persentase (%) pencapaian pemenuhan Harapan (expectatiorn) Pengguna Layanan.
Gambar berikut menggambarkan analisis persentase (%) pencapaian pemenuhan
Harapan (expectation) Pengguna Layanan Publik Ditjen SDPPI.

Tabel 2.8. Pencapaian Harapan Masyarakat Pengguna Layanan

% Pencapaian
Harapan Masyarakat
(% P/E)

Persyaratan 66.78%

Indikator

NO (Sesuaian dengan Permen PAN RB yang baru)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 92.80%

Waktu Penyelesaian 65.46%

Biaya/Tarif 99.42%

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 91.04%

Kompetensi Pelaksana 83.25%

Perilaku Pelaksana 66.27%

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 93.49%

Sarana dan Prasarana 73.47%

Rata-Rata 81.58%

Importance Performance Analysis (IPA)

O 0 |IN oo | ol w ||

Importance Performance Analysis (IPA) pertama kali diperkenalkan oleh
Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara
persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa. IPA dikenal pula
sebagai guadrant analysis (Brandt, 2000 dan Latu & Everett, 2000). IPA telah
diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena
kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan
perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan
faktor-faktor kinerja yang menurut konsumen/pelanggan/pengguna jasa sangat
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang
menurut konsumen perlu ditingkatkan ( /improvement) karena kondisi saat ini belum
memuaskan.

Analisis ini terdiri atas 2 (dua) aspek, yakni:

1) Analisis kesenjangan (kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan
kualitas kinerja pelayanan).

2) Analisis diagram kartesius (unsur pelayanan yang harus segera diperbaiki untuk
memenuhi harapan pengguna layanan).

Pada IPA ratarata tingkat kepentingan ( /importance) dilambangkan dengan &
dan rata-rata tingkat kualitas pelayanan (performance) dilambangkan dengan
®akan diplotkan ke dalam kuadran Cartesiusyang terdiri dari 4 kuadran. Keempat
kuadran Cartesius tersebut memiliki arti sebagai berikut:

1) Kuadran pertama , terletak di sebelah kiri atas, yang berarti prioritas utama
peningkatan kualitas pelayanan.



2)

3)

4)

Kuadran ini memuat indikator/atribut kualitas pelayanan yang dianggap
penting oleh pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja indikator
tersebut belum sesuai dengan harapan pengguna layanan. Tingkat kinerja dari
indikator tersebut lebih rendah dari pada tingkat harapan pengguna layanan
terhadap indikator tersebut. Indikator yang terdapat d alam kuadran ini harus
lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan pengguna layanan
dan menjadi fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Kuadran kedua, terletak di sebelah kanan atas, yang berarti kinerja sudah
dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan berusaha terus
mempertahankan kinerja tersebut.

Kuadran ini memuat indikator kualitas pelayanan yang dianggap penting
oleh pengguna layanan dan kinerjanya dianggap sudah sesuai dengan yang
dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga tingkat kualitas pelayanan relatif
tinggi. Indikator kualitas pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus
tetap dipertahankan karena semua indikator kualitas pelayanan ini menjadikan
produk/jasa tersebut unggul dimata pengguna layanan.

Kuadran ketiga |, terletak disebelah kiri bawah, yang berarti prioritas rendah.

Kuadran ini memuat indikator kualitas pelayanan yang dianggap kurang
penting oleh pengguna layanan dan pada kenyataannya kinerja indikator ini
tidaklah terlalu istimewa. Peningkatan kinerja indikator kualitas pelayanan yang
termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena
pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan sangat
kecil.

Kuadran keempat, terletak di sebelah kanan bawah, yang berarti kinerja yang
berleb ihan sementara pengguna layanan menganggap kurang penting.

Kuadran ini memuat indikator kualitas pelayanan yang dianggap kurang
penting oleh pengguna layanan dan dirasakan terlalu berlebihan. Indikator
kualitas pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar dapat
menghemat sumberdaya.

X
&
Kuadran | Kuadran |l
o Prioritas Perbaikan Kinerja Pertahankan Kinerja
O
C
E A % Va
6 . ) L4 Y
o
£
Kuadran il Kuadran IV
Prioritas Rendah v Berlebihan

Performance

Gambar 2.13 Kuadran CartesiusI|PA

4)  Analisis GAP

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa IKM dihitung berdasarkan 2 (dua) skor
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_!_kepentingan (/importance) dan skor penilaian terhadap kinerja ( perfomance) dari
setiap pernyataan dalam kuesioner.

Nilai IKM yang diperoleh dari perhitungan berdasarkan /importance dan
perfomance ini diperlukan untuk memperoleh kesenjangan (gap) antara harapan
pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan publik yang
telah dirasakan oleh pengguna layanan. Contoh hasil GapAnalysis dapat dilihat pada
Tabel 13. Perhitungan GapAnalysis diperoleh dengan menghitung selisih antara IKM
i Harapan dan dengan IKMT Kinerja, seperti berikut ini:

a. IKM 1 Harapan/Kepentingan (/mportance) = 3.50
b. IKM1 Kinerja (Perfomance = 3.00
Indeks Kesenjangan (  Gap) = 0.50

Tingkat kesenjangan antara harapan dan kinerja ini akan diperinci untuk setiap
indikator survei, menghasilkan sebuah analisis tingkat kesenjangan atau biasa disebut
dengan istilah Gap Anajsis

Tabel 2.9. Contoh hasil Gap Analysis

Indikator
(Sesuaian dengan Permen PAN RB yang baru)
1 Persyaratan 1.14
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 0.26
3 Waktu Penyelesaian 1.35
4 Biaya/Tarif 0.02
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 0.31
6 Kompetensi Pelaksana 0.53
7 Perilaku Pelaksana 1.13
8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 0.24
9 Sarana dan Prasarana 1.02

RATA-RATA 0.65

Contoh pada Tabel 2.9 dapat disimpulkan bahwa gap terbesar terdapat pada
indi kator iWaktu Pel ay an gapdterkecik padaaindikatoi | a i 1.
AiBi ayal/ Tarifo dengan nilai 0.02.

Disamping menggunakan IPA dan Gap Analysis untuk menyusun sebuah
perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik Ditjen SDPPI, diperlukan pula
analisis indeks integritas untuk masing-masing unit layanan publik di lingkungan
Ditien SDPPI. Unit layanan publik yang memiliki indeks integritas di bawah 6.00
(standar integritas pelayanan publik yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi/KPK) juga menjadi fokus perbaikan di masa yang akan datang.

5) Rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen SDPPI
Berdasarkan hasil analisis data, kritik dan saransaran dari responden yang
disampaikan melalui pertanyaan terbuka pada lembar kuesioner, maka dapat disusun
sebuah rekomendasi peningkatan kualitas/mutu pelayanan publik Ditien SDPPI untuk -
masa yang akan datang. =

Rekomendasi yang disusun haruslah sebuah rekomendasi yang segera dapat
dilaksanakan oleh Ditjen SDPPI atau rekomendasi yang useful, bukan rekomendasi
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y ang ber si f asehingda\periurdilakukah BGD dengan stakeholder untuk
menghasilkan rekomendasi yang terukur.
2.4.3.1. Menghitung Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI

Untuk memperoleh indeks integritas pelayanan publik (IIPP) dihitung dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

9 Skor setiap sub -indikator dihitung dengan cara sebagai berikut :

- Sub-indikator yang diwakili oleh satu pertanyaan, maka skor sub-indikator
dihitung dengan rumus :

Sks =2

- Sub-indikator yang diwakili oleh lebih dari satu pertanyaan, maka skor sub -
indikator dihitung dengan rumus:
B B
SkS = —
Keterangan :
SkS = Skor Sub-Indikator.
"Y'Q'C= Skor jawaban pertanyaan ke-i untuk responden ke-j
m = Jumlah pertanyaan yang mewakili sub-indikator.

n = Jumlah responden.
1 Menghitung skor setiap indikator dengan rumus sebagai berikut:

Skl = 2

Keterangan :
Skl = Skor Indikator
“Y'QYSkor Sub-Indikator ke-i
"Q = Jumlah Sub-Indikator dalam indikator

A Menghitung Indek Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan rumus sebagai
berikut:

PP = 2

Keterangan :

"Y' Q'@&QSkor Indikator ke-i
n = Jumlah Indikator

Tabel 2.10. Contoh Hasil Perhitungan IIPP

Dimensi Indikator

IIPP
(Skala 4) (Skala 100)
Budaya Organisasi 3.30 82.60
3.25 Anti Korupsi
(81.17) | Pengelolaan SDM
Pengelolaan Anggaran

Penilaian Integritas
Pelayanan Publik
dari Pihak Internal




243 Tahap Pelaporan Kegiatan
2.4.4.1. Penyusunan Draft Laporan Akhir

Berdasarkan data yang dihasilkan pada tahap pengolahan dan analisis data, serta
interpretasi dari masing-masing data tersebut, maka dapat disusun Draft Laporan Akhir.

Draft Laporan Akhir ini memuat semua rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan
sampal tahap penyusunan laporan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas/mutu
pelayanan publik di lingkungan SDPPI. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik ini menyangkut :

a. Indikator-indikator tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan yang menjadi
prioritas perbaikan di masa mendatang;

b. Indikator dan sub-indikator integritas pelayanan publik yang menjadi prioritas
perbaikan di masa mendatang, terutama yang masih bernilai di bawah 6.00;

c. Rekomendasi program dan kegiatan untuk meningkatkan IKM dan IIPP Ditjen SDPPI
di masa mendatang.

24.42. Perbaikan draft laporan akhir berdasarkan rapat pemabahasan

Draft Laporan Akhir yang telah disusun akan dipaparkan dihadapan Tim Teknis dan
Pimpinan Ditjien SDPPI dan dibahas untuk mendapatkan masukanmasukan sebelum
difinalisasi menjadi Laporan Akhir.

2.4.4.3. Penyerahan laporan, ringkasan eksekutif, serta semua data dan
dokumen pendukung.

Rangkaian terakhir dar.i seluruh rangkai an

SDPPI 0 pedyardhanhLaporan Akhir, Ringkasan Eksekutif, serta semua Data dan
Dokumen Pendukung.

k €




HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Hasil dan Pembahasan ditampilkan hasikegiatan survei Pelayanan Publik
Ditien SDPPI tahun 2021. Data yang digunakan dalam pembahasan adalah data yang
diperoleh dari survei yang dilakukan secara mandiri oleh Ditjen SDPPI dan data survei oleh
tim LPPM IPB.Survei mandiri sudah dilakukan pada layanan Pengujian Alat Dan Perangkat
Telekomunikasi dan Sertifikasi Alat Dan Perangkat Dan Telekomunikasi, sedangkanTim
LPPM IPB melakukan survei diDirektorat Operasi untuk layanan perizinan spektrum
frekuensi radio dan sertifikat operator radio. Perhitungan IKM dan IIPP pelayanan publik
Ditjen SDPPI dilakukan dengan melakukan perhitungan agregasi dari dua data tersebut.

Secara umum data yang akan dijabarkan pada bab ini adalah sebagai berikut:

1) Profil Responden Survei Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2021.
2) IKM Pelayanan Publik Ditien SDPPI Tahun 2021.

3) IIPP Pelayanan Publik Ditien SDPPI Tahun 2021.

4) Hasil Survei IKM dan IIPP Direktorat Operasi oleh LPPMIPB.

3.1. PROFIL RESPONDEN

Survei pelayanan publik Ditien SDPPI Tahun 2021 dilakukan di seluruh wilayah
Indonesia terhadap pengguna layanan Ditjen SDPPI. Total responden yang mengisi Survei
Pelayanan Publik Ditien SDPPI Tahun 2021 sebanyak 61 responden. Total responden
tersebut merupakan pengguna layanan dari empat layanan Ditien SDPPL Jumlah
responden yang terlibat dalam survei yaitu responden layanan Perizinan Spektrum
Frekuensi Radio SFR sebanyak 247 orang, responden layanan Sertifikasi Operator Radio
(SOR) sebanyak 173 orang, responden layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi sebanyak 151orang, dan responden layanan Pengujian Alat dan Perangkat
Telekomunikasi sebanyak 90orang. Berikut disajikan pencapaian jumlah responden survei
pelayanan publik SDPPI tahun 2021yang tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pencapaian JumlahResponden Survei Pelayanan PublilDitien SDPPITahun 2021

\[o] ‘ Layanan Jumlah Responden ‘

1 | Perizinan Spektrum Frekuensi Radi® 247

2 | Sertifikasi Operator Radio* 173

3 | Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikast * 151

4 | Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikast* * 90
Total 661 |

Sumber Data : * = Hasil Survei LPPMIPB & Hasil SurveiDirektorat Operasi
*x = Data BBPPT

** * = Direktorat Standardisasi

Profil responden merupakan data yang dibutuhkan untuk teknik analisis data yang
digunakan untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian.
Profil responden survei pelayanan publik Ditjen SDPPI tahun 2021 dijabarkan dalam tiga
parameter demografi yaitu jenis kelamin, umur responden, dan pendidikan responden.
Profil responden survei pelayanan publik Ditien SDPPItersaji pada tabel berikut.




Pengujian Sertifikasi

HECAIEY Sertifikasi alat dan alat dan
spektrum
. frekuensi Oper_ator perangke_lt perangke}t
Paramater Demografi radio® radio* telekomunika  telekomunika
Si** si***
Jml % Jmi % Jml % Jmi %
1. Jenis Laki-laki 174 | 78,7 156 | 92,2 127 | 84,1 72 | 80,0
Kelamin ' orempuan 47 | 213| 13| 78| 24|159| 18] 200
2. Umur 18-23 tahun 2 0,9 3 1,8 41 26 6| 6,7
responden |, 39 tahun 84 | 380 | 24| 145| 49| 325| 30| 333
40-55 tahun 112 | 50,7 97 | 57,2 92 | 60,9 52 | 57,8
56-74 tahun 23 | 104 45| 26,5 6 4,0 2 2,2
3. | Pendidikan | SD/ sederajat
responden SMP/ sederajat
SMA/ sederajat
D1/D2/D3
S1 147
0s2 15 | 68 3 1,8 36| 44
Sumber Data: * = Hasil Survei LPPMIPB
** = Data BBPPT
** * = Data Direktorat Standardisasi
Profil responden dalam Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio jika dilihat

berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari Laki-Laki (78,7%) dan perempuan (21,3).
Mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan S1/Sederajat (66,5%) dan paling banyak
berumur 40-55 tahun (50,7%). Responden mayoritas mengurus layanan untuk diri sendiri
(92,8%) dan frekuensi menggunakan layanan paling banyak lebih dari 3 kali (61,1%).
Untuk lebih jelasnya, rincian profil responden ditampilkan dalam Tabel 3.2.

Profil responden dalam Survei Layanan Sertifikasi Operator Radio jika dilihat
berdasarkan persebarannya yaitu jenis kelamin yang paling banyak mengisi berasal dari
jenis kelamin Laki-Laki (92,2%). Mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan
S1/Sederajat (48,8%) dan paling banyak berumur 40-55 tahun (57,2%). Responden
mayoritas mengurus layanan untuk diri sendiri (91,6%) dan frekuensi menggunakan
layanan paling banyak 1 kali (38,0%). Untuk lebih jelasnya, rincian profil responden
ditampilkan dalam Tabel 3.2.

Profil responden dalam Survei Layanan Pengujian Alat dan Pe rangkat
Telekomunikasi jika dilihat berdasarkan persebarannya yaitu jenis kelamin yang paling
banyak mengisi berasal dari jenis kelamin LakiLaki (84,1%). Mayoritas responden berumur
35-44 tahun (40,4%). Frekuensiresponden menggunakan layanan paling banyak lebih dari
4 kali (73,5%). Untuk lebih jelasnya, rincian profil responden ditampilkan dalam Tabel 3.2.

Profil responden dalam Survei Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekom unikasi jika dilihat berdasarkan persebarannya yaitu jenis kelamin yang paling
banyak mengisi berasal dari jenis kelamin LakiLaki (80%). Mayoritas responden memiliki
jenjang pendidikan D4/S1 (63,3%) dan paling banyak berumur 35 -44 tahun (41,1%).
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A K’ééponden mayoritas mengurus layanan untuk diri sendri (88,9%) dan frekuensi
menggunakan layanan paling banyak 5 kali (44,4%). Untuk lebih jelasnya, rincian profil
responden ditampilkan dalam Tabel 3.2.

Pelayanan publik dilakukan pada responden yang menggunakan layanan publik di
Ditjen SDPPIbaik untuk kali pertama atau lebih. Berikut disajikan data frekuensi responden
dalam melaksanakan layanan publik maka dapat dilihat pada grafik berikut.

160
140
120
100
80
60
2 I I I
20
0 [] - =l
Perizinan e Pengujian Alat = Sertifikasi Alat
Sertifikasi
Spektrum Operator Radio dan Perangkat  dan Perangkat
Frekuensi Radio P Telekomunikasi  Telekomunikasi
m 1 Kali 59 64 15 15
m 2 Kali 27 57 13 19
> 3 Kali 135 48 124 56

m1 Kali m2 Kali m> 3 Kali

*Sumber Data : Hasil Survei LPPM IPB,Direktorat Standardisasi, dan BBPPT
Gambar 3.1. Frekuensi responden dalam menggunakan layanan di Ditien SDPPI

Jika dilihat dari frekuensi responden dalam menggunakan layanan publik maka dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar dari pengguna layanan merupakan orang yang sudah
menggunakan layanan di Ditien SDPPI lebih dari tiga kali. Hal tersebut juga menunjukkan
bahwa para pengguna layanan sudah mengetahui prosedur dalam penggunaan layanan.
Survei IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2021 merupakan survei yang dilakukan kepada
pengguna layanan yang masuk dalam masa pandemi covid19. Akibat pandemi tersebut
sebagian besar layaran publik dilakukan secara online karena adanya aturan pembatasan
tatap muka.

3.2. IKM PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI TAHUN 2021

Ditien SDPPI sebagai instansi pemerintah memberikan 4 (empat) jenis layanan publik
yaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR), SertifikatOperator Radio (SOR), dan Sertifikasialat
dan perangkat telekomunikasi, serta Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Dalam
memberikan layanan publik kepada masyarakat maka pelaksanaan layanan harus
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Layaran publik tersebut juga menjadi salah
satu penilaian instansi pemerintah yang terukur melalui penilaian Indeks Kepuasan
Masyarkat yang menunjukkan tingkat kualitas layanan. Ditien SDPPI sudah melakukan
survei IKM secara periodik tiap tahun yang juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja dan P
bahan untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.

Survei IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2021 telah dilaksanakan. Pada tahun 2021
pelaksanaan survei dilakukan secara mandiri oleh pihak internal SDPPI dan Tim LPPM IPB//}" //




“Survei IKM yang dilakukan secara mandiri dilakukan oleh BBPPT untuk IKM layanan
pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dan Direktorat Standarisasi untuk IKM layanan

standarisasi alat dan perangkat telekomunikasi. Tim LPPM IPB melakukan survei layanan
publik terhadap Direktoran Operasi khususnya untuk dua jenis layanan yaitu Spektrum

Frekuensi Radio dan Sertifikat Operator Radio. Perhitungan IKM Ditjen SDPPI dilakukan
dengan menghitung IKM hasil agregasi nilai IKM dari empat jenis layanan. Hasil penilaian

Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Publik Ditien SDPPI disajikan padaabel 3.3.

Tabel 3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Pelayanan Publik Ditien SDPPI

IKM
\[o} Pelayanan Publik Skala Skala
1-100 1-4

1. Ditjen SDPPI 89,72 3,59
2. Perizinan Spektrum Frekuensi Radié 88,89 3,56
3. Sertifikasi Operator Radio* 89,49 3,58

Pengujian Alat _dan Perangkat 89,02 3.60
4. Telekomunikasi**

Sertifikasi Alat dan Perangkat
5 Telekomunikasi** * 90,56 3,62

Sumber Data : ** * Hasil Survei Direktorat Standardisasi,* * BBPPT, dan* (LPPMIPB & Direktorat Operasi)

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditien SDPPI secara keseluruhan pada
tahun 2021 sebesar3,59 atau 89,72 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan
yang diselenggarakan ol eh SBNGAT BAI| KeeéhgaP mutudi kat e g
pelayanan A. Nilai IKM pada keempat jenis layanan publik Ditien SDPPI semuanya di atas
3,5 yang mas uk SdhaN GANT kBabblelgioyang mémperoleh IKM tertinggi
adalah Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan IKM sebesar 3,62 atau
90,56, sedangkan layanan yang memperoleh nilai IKM terendah, yaitu Spektrum Frekuensi
Radio (SFR) dengan IKM sebesar3,56 atau 88,89 .

Gambar 3-2 menunjukkan trend perkembangan IKM pelayanan publik di Ditien SDPPI
pada periode tahun 2018 sampai 2021. Secara umum IKM Ditjen SDPIlI mengalami trend
yang positif artinya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021. IKM
pada tahun 2020 tertinggi dan yang terendah pada tahun 2018. Secara detil perkembangan
IKM Ditjen SDPPI dapat dilihat pada Tabel 34.

== Ditjen SDPP| —#— Perizinan SFR —ll—SOR Pengujian == Sertifikasi
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Tabel 3.4. PerkembanganIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPIpada periode Tahun 2018-2021

Pelayanan Publik

Kategori
Kategori
Naik / Turun (%)
Kategori
Naik / Turun (%)
Kategori
Naik / Turun (%)

1 | Ditjen SDPPI 83,42 | Baik | 85,10 | Baik | 2,01% | 92,54 | Sangat Baik | 8,74% | 89,72 | Sangat Baik| -3,05%

Perizinan Spektrum Frekuensi

> | Radio 85,91 | Baik | 83,98 | Baik | -2,25% | 93,57 | Sangat Baik | 11,42% | 88,89 | Sangat Baik| -5,00%

3 | Sertifikasi Operator Radio 81,28 | Baik | 87,92 | Baik | 8,17% | 95,02 | Sangat Baik | 8,08% | 89,49 | Sangat Baik| -5,82%

Pengujian Alat dan Perangkat

oo 83,42 | Baik | 84,50 | Baik | 1,29% | 90,77 | Sangat Baik | 7,42% | 89,92 | Sangat Baik| -0,94%
4 | Telekomunikasi

Sertifikasi Alat dan Perangkat
5 | Telekomunikasi

82,26 | Baik | 84,00 | Baik | 2,12% | 90,81 | Sangat Baik | 8,11% | 90,56 | Sangat Baik | -0,28%

51



~ Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3-4 maka dapat dilihat kategori mutu

pelayanan maka IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan

di bandingkan tahun 2020 vyait SANGATBAKmat Kan emwtr u
mutu layanan tersebut juga dapat dilihat dari semua jenis layanan yang mendapat mutu

yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan SDPPI sudah sangat memuaskan

bagi masyarakat. Namun demikian, secara kuantitatif nilai IKM Ditjen SDPPI mengalami

penurunan sebesar 3,05% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan tersebut

disebabkan oleh terjadinya penurunan IKM yang paling besar pada layanan sertifikat

operator radio sebesar 5,82%. Hal tersebut sangat menarik karena dari tahun ke tahun IKM

layanan sertifikat radio merupakan yang tertinggi pada tahun 2019 dan tahun 2020.

3.2.1. Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Pengukuran nilai IKM layanan Izin Spektrum Frekuensi Radio dilakukan pada layanan
Perizinan SFRyang memberikan layanan publik dengan kategori Dinas Tetap, Dinas
Bergerak, Penyiaran, Maritim, Penerbangan, dan Satelit Hasl penilaian indikator IKM
layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio disajikan pada TabeB.5.

Tabel 3.5. IKM Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

IKM Mutu
Indikator Skala Skala Pelayanan Kinerja Unit
1-4 25-100

1 Persyaratan 3,48 86,88 B Baik
2 Prosedur Layanan 3,57 89,23 A Sangat Baik
3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,48 87,00 B Baik
4 | Kemudahan Pembayaran 3,58 89,53 A Sangat Baik

Tarif/Biaya
5 Produk Hasil Pelayanan 3,53 88,36 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 3,61 90,28 A Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 3,49 87,25 B Baik
g | Penanganan Pengaduan, 3,61 90,22 A Sangat Baik

Saran, dan Masukan
9 Sarana dan Prasarana 3,65 91,23 A Sangat Baik

Nilai IKM Layanan SFR Sangat Baik

Hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan lzin Spektrum
Frekuensi Radio sebesar3,56 atau 88,89 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja
pel ayanan diSAHGAZ BA Ir Kdikngam prédikat mutu pelayanan A. Indikator
IKM yang mendapatkan penilaian tertinggi yaitu sarana prasarana dengan nilai sebesar
3,65 atau 91,23, Indikator yang mendapatkan pe nilaian terendah yaitu persyaratan dan
waktu penyelesaian layanan dengan nilai sebesar 3,48 atau 86,88 . Walaupun demikian,
penilaian responden terhadap indikator persyaratan dan waktu penyelesaian layananmasih
dal am k 8BtAd ddénrgan priedikat mutu pelayanan B.

3.2.2. Sertifikasi Operator Radio

Pengukuran nilai IKM layanan sertifikat operator radio dilakukan pada layanan
Layanan Sertifikat Operator Radio berada pada Dinas/service Sertifikat Radio Elektronika
dan Operator Radio (REOR), Izin Amatir Radio (IAR), dan Izin Komunikasi Radio Antar
Penduduk (IKRAP). Hasil penilaian indikator IKM layanan Sertifikat operator Radio disajikan
pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6. IKM Layanan Sertifikat Operator Radio
IKM

Indikator Skala Skala Pell\:\;;an Kinerja Unit
1-4 25-100
1 Persyaratan 3,61 90,13 A Sangat Baik
2 Prosedur Layanan 3,54 88,38 A Sangat Baik
3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,63 90,72 A Sangat Baik
4 | Kemudahan Pembayaran 3,61 90,23 A Sangat Baik
Tarif/Biaya
5 Produk Hasil Pelayanan 3,58 89,44 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 3,61 90,23 A Sangat Baik
7 Perilaku Pelaksana 3,65 91,20 A Sangat Baik
8 Penanganan Pengaduan, Saran, 357 89,17 A Sangat Baik
dan Masukan
9 Sarana dan Prasarana 3,44 85,88 B Baik

Nilai IKM Layanan SOR Sangat Baik

Hasil analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan Sertifikat Operator
Radio sebesar 3,58 atau 89,49 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan
di kat e g ANGATaBA | Rdengan predikat mutu pelayanan A. Nilai indikator IKM
tertinggi didapat pada indikator i Per i | ak u P sebesdt 3,65 natad 91,20 dan
terendah pada indikator iSar ana P r adeagamnia febesar 3,44 atau 85,88 .
Walaupun demikian nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan masih
di k at e gBArl iKiieagan piiedikat mutu pelayanan B.

3.2.3. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Rincian nilai IKM layananPengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi disajikan pada
Tabel 3.7.

Tabel 3.7. IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

IKM Mutu
\[o] Indikator Skala Skala elavanan Kinerja unit
14 25100 PO

1 Persyaratan 3,62 90,50 A Sangat Baik

2 Prosedur Layanan 3,62 90,50 A Sangat Baik

3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,55 88,75 A Sangat Baik
3.1 Waktu Layanan 3,59 89,75 A Sangat Baik
3.2 Penyelesaian 3,51 87,75 B Baik

4 | Kemudahan Pembayaran 362 | 90,50 A Sangat Baik
Tarif/Biaya

5 | Produk Hasil Pelayanan | R .

6 Kompetensi Pelaksana 3,60 90,00 A Sangat Baik

7 Perilaku Pelaksana 3,60 90,00 A Sangat Baik

g | Penanganan Pengaduan, 3,60 | 90,00 A Sangat Baik
Saran, dan Masukan

9 Sarana dan Prasarana 3,61 90,25 A Sangat Baik

Nilai IKM Layanan Pengujian 3,60 89,92 SEQEINEET

Sumber Data : Data BBPPT

Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa nilai IKM Layanan terhadap Pengujian Alat dan
Perangkat Telekomunikasi sebesar3,60 atau 89,92 . Nilai ini menunjukkan bahwa layanan
i ni ter masuk dSANGAT BAIKAd demganr pgredikt mutu pelayanan A.
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" Indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah Persyaratan, Prosedur Pelayanan,
dan Kemudahan Pembayaran Tarif/Biayayang mendapatkan nilai sebesar3,62 atau 90,50

dengan kategori ASANGAT BAIK 0 dengan predikat mutu pelayanan A. Indikator yang

mendapatkan penilaian terendah yaitu Penyelesaian Layanandengan nilai 3,51 atau

87,75. Walaupun demikian nilai tersebut masih termasuk k a t e dBAIK ddenfjan predikat
mutu pelayanan B.

3.2.4. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekom unikasi

Rincian nilai IKM layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditampilkan
pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
IKM

Indikator Skala Skala IMUtU Kinerja unit
1-4  25-100 Pe@yanan

1 Persyaratan 3,56 89,00 A Sangat Baik

2 Prosedur Layanan 3,59 89,75 A Sangat Baik

3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,63 90,75 A Sangat Baik
Kemudahan Pembayaran

4 Tarif/Biaya 3,68 92,00 A Sangat Baik

5 Produk Hasil Pelayanan 3,58 89,50 A Sangat Baik

6 Kompetensi Pelaksana 3,63 90,75 A Sangat Baik

7 Perilaku Pelaksana 3,70 92,50 A Sangat Baik
Penanganan Pengaduan,

8 Saran, dan Masukan 3,58 89,50 A Sangat Baik

9 Sarana dan Prasarana Sangat Baik

Nilai IKM Layanan Sertifikasi Sangat Baik

*Sumber Data : Hasil Survei Direktorat Standardisasi

Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa nilai IKM Layanan terhadap Sertifikasi Alat dan
Perangkat Telekomunikasi sebesar3,62 atau 90,56 . Nilai ini menunjukkan bahwa layanan
ini termasuk dalam kategori ASANGAT BAIK 0 dengan predikat mutu pelayanan A.
I ndi kat or yang memi | iBHerilakul PEldksah@e r d @ mqapi’0 etédilad ia h A
92,50 dengan kategori ISANGAT BAIK 0 dan predikat mutu pelayanan A. IKM terendah
pada i ndPerdyardatandr dfe n g a3)56 ratad &i00. Meskipun demikian, mutu
pelayanan untuk indikator tersebut masih dikategorikan ASANGAT BAIK 6 dengan predikat
mutu pelayanan A.

3.3. IIPP  PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI TAHUN 2021

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI menggambarkan besaran
tingkat konsistensi pejabat/petugas unit layanan publik Ditjen SDPPIdalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan, prosedur dan kode etik unit layanan. IIPP dilakukan
pengukuran dengan melibatkan tiga pihak yaitu: (1) Pihak ekstern al yang merupakan
pengguna layanan; (2) Pihak internal atau pegawai Ditjen SDPPI; dan (3) Pakar yaitu orang-
orang yang memahami layanan publik di Ditjen SDPPI.

memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam hal transparansi, sistem
antikorupsi dan integritas pegawai. Pengguna layanan akan menilai pegawai Ditjen SDPPI
apakah pegawai sudah memberikan pelayanan secara berintegritas. Pihak internal atau

Penilaian 1IPP oleh pihak eksternal langsung berkaitan dengan Ditjien SDPPI dalam f\
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7b7é§éwai Ditjen SDPR juga diberi kesempatan untuk menilai secara internal terkait dengan
pelaksanaan integritas pelayanan publik. Beberapa hal yang dinilai oleh pegawai antarai
lain budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
Penilaian internal akan memberikan gambaran bahwa Ditjen SDPPI sudah membuat sistem
pencegahan dan penerapan antikorupsi di instansi tersebut. Phak pakar memberikan
penilaian terkait dengan Transparansi dan Sistem Anti Korupsiberdasarkan pengamatan
mereka.

Penilain IIPP unit layanan Ditien SDPPI mengacu pada standar integritas yang
digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan besaran rentang
nilai IIPP adalah skala 1-4 dan skala 1-10. Data yang digunakan untuk analisis ini berasal
dari data agregat hasil survei Direktorat Operasi (Pelaksana LPPMPB), Direktorat
Standardisasi, dan BBPPT. Wilayah survei mencakup seluruh wilayah IndonesiaBerikut
disajikan IIPP Ditjen SDPPI pada tabel 3.9.

Tabel 3.9. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI

Indikator Skala

1-10

1 IIPP Eksternal 3,68 9,03
2 IIPP Internal 3,46 8,39
3 IIPP Pakar 3,76 9,29

IIPP Ditjen SDPPI 3,63 8,90
Sumber Data : Hasil Survei Direktorat Standardisasi, BBPPT, dan Direktorat Operasi

Indeks Integritas Pelayanan Publik (I1PP) Ditien SDPPIpada tahun 2021 sebesar3,6 3
(skala ukur 1-4) atau 8,90 (skala ukur 1-10). Nilai IIPP ini sudah berada di atas standar
minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar6,00 (skala
ukur 1-10). Hasil penilaian IIPP Pelayanan Publikmenunjukkan bahwa Ditjen SDPPI sudah
berintegritas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Penilaian [IPP
tertinggi diperoleh dari pakar sebesar 9,29 dan pihak eksternal 9,03 yang dapat menjadi
data konfirmasi dari pihak luar bahwa layanan sudah diberikan secara berintegritas. Pihak
internal memberikan penilaian terendah 8,39, namun demikian nilai tersebut sudah di atas
standar yang ditetapkan oleh KPK yang menununjukkan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang
dinilai negatif terjadi di unit layanan publik yang disurvei .




Tabel 3.10. Perkembangan IIPP Ditjen SDPPITahun 2018 i 2021

2018 2019
Pelayanan Publik Naik /
IIPP | IIPP  Turun
(%)
1 | IIPP Eksternal 8,21 | 8,02 | -2,31 | 897 | 11,85 | 9,03 | 0.67
a. |IPP Eksternal Layanan SFR 7,98 | 799 | 0,13 | 9,07 | 13,52 | 9,13 | 0.66
b. IIPP Eksternal Layanan SOR 8,62 | 832 | -3,48 | 9,16 | 10,10 | 8,96 | -2.18

¢. lIPP Ekstemal Layanan 802 | 7,91 | -1,37 | 893 | 12,90 | 8,92 | -0.11
Pengujian

d. [IPP Eksternal Layanan Sertifikasi| 8,03 | 7,85 | -2,24 | 8,73 | 11,21 | 9,13 | 4.58
IIPP Internal | 8,12 | 8,24 | 1,48 [839 | 1.82

IIPP Pakar | 8,70 |

IIPP Ditjen SDPPI 821 828 085
Sumber Data : Hasil Survei Direktorat Standardisasi, BBPPT, dan Direktorat Operas{LPPMIPB)

N

Berdasarkan Tabel 3.10 IIPP Ditien SDPPI Tahun 2021 bernilai 8,90 mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,06% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal
tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai integritas Ditien SDPPI dalam
memberikan layanan publik. Kenaikan IIPP disebabkan karena ada peningkatan pada IIPP
pakar sebesar 3,68%:; IIPP internal sebesar 1,82%; dan IIPP Eksternal 0,67%. Jika dilihat
dari komponen IIPP eksternal maka terjadi penurunan nilai lIPP terutama pada layanan
SORsebesar 2,18% dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 0,11%.

3.4.1. |IPP Eksternal

1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Perizinan Spektrum Frekuensi
Radiot er di r i atasanqgarkanoiro,i ASIi stdanm | Antigr Kbaap
P e g a w.aRindan nilai IIPP Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilihat padaTabel
3.11

Tabel 3.11. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio
IIPP Eksternal

[\[o} Indikator Skala Skala
1-4 1-10

1 Transparansi 3,74 9,22
2 Sistem Anti Korupsi 3,75 9,24
3 Integritas Pegawai 3,65 8,94

Nilai IIPP Eksternal Layanan SFR
*Sumber Data : Hasil Survei Direktorat Operasi

Berdasarkan Tabel 3.11 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Perizinan Spektrum Frekuensi Radiosebesar 3,71 (skala ukur 1-4) atau 9,13 (skala ukur
1-10). Angka IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan
publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar6,00 (skala ukur 1-10) artinya layanan perizinan
spektrum frekuensi radio sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna. Jika
dilihat dari indikator 1IPP maka dapat terlihat bahwa semua indikator sudah mendapatkan
penilaian lebih dari 6,00. (skala 1-10). Indikator IIPP yang mendaptkan penilaian terbesar




_—

7Yéfi_ta{éistem Anti Korupsi  dengan nilai [IPP sebesar9,2 4; sedangkan yang mendapatkan
penilain terendah adalah indikator integritas pegawai dengan nilai 8,94 .

2) Sertifikasi Operator Radio

Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Sertifikasi Operator Radio
terdiri atas indikator Transparansi, Sistem AntiKorupsi dan Integritas Pegawai. Rincian nilai
IIPP Sertifikasi Operator Radio dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Sertifikasi Operator Radio
[IPP Eksternal

Indikator Skala Skala

1-4 1-10

1 Transparansi 3,72 9,15
2 Sistem Anti Korupsi 3,68 9,03
3 Integritas Pegawai 3,57 8,70

Nilai IIPP Eksternal Layanan SOR
*Sumber Data : Hasil Survei Direktorat Operasi

Berdasarkan Tabel 3.12 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Sertifikasi Operator Radiosebesar3,65 (skala ukur 1-4) atau 8,96 (skala ukur 1-10). Angka
IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang
ditetapkan KPK, yaitu sebesar6,00 (skala ukur 1-10) artinya Pelayanan Publik Ditjen SDPPI
sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna layanan Sertifikasi Operator
Radio. Semua indikator sudah berada di atas nilai 6,00 sehingga hal tersebut sudah sangat
bagus. Indikator yang menghasilkan nilai IIPP terbesar yaitu transparansi dengan nilai lIPP
sebesar9,15.

3) Penguijian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Pengujian Alat dan Perangkat
Telekomunikasi terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu Al nt egyr A DRaskBri mi nasi 0
AKecurangano, AGrati fi k,danifioP,e nft Rd Rigoiah @ila IIPPi ar 0
Sertifikasi Operator Radio dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Pengujian Alat dan
Perangkat Telekomunikasi

IIPP Eksternal

No. Indikator Skala Skala

1-4 1-10
1 Integritas 3,61 8,82
2 Diskriminasi 3,60 8,80
3 Kecurangan 3,60 8,79
4 Gratifikasi 3,72 9,15
5 Pungutan Liar 3,62 8,85
6 Percaloan 3,68 9,04

Nilai IIPP Eksternal Layanan Pengujian
* Sumber Data : Hasil Survei BBPPT

Berdasarkan Tabel 3.13 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasisebesar 3,64 (skala ukur 1-4) atau 8,91
(skala ukur 1-10). Angka IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas



Bé]ayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00 (skala ukur 1-10) artinya
Pelayanan Publik Ditien SDPPI sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna
layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Semua indikator sudah berada di
atas nilai 6,00 sehingga hal tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai
Il PP ter b&sat i ¥ dekgamniladllPP sebesar9,15.

4) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekom unikasi

Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu Al nt egr AiDaskri mi nasi o
fiKecurangano, AGrati fi k,aanifioP,e nfcRd m@aRi aci Bhandl a
Sertifikasi Operator Radio dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi.

IIPP Eksternal

\[o} Indikator Skala Skala

1-4 1-10
1 Integritas 3,67 9,01
2 Diskriminasi 3,71 9,13
3 Kecurangan 3,72 9,16
4 Gratifikasi 3,70 9,10
5 Pungutan Liar 3,73 9,19
6 Percaloan 3,73 9,19

IIPP Eksternal Layanan Sertifikasi

* Sumber Data : Hasil Survei Direktorat Standardisasi

Berdasarkan Tabel 3.14 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekonunikasi sebesar 3,71 (skala ukur 1-4) atau 9,13
(skala ukur 1-10). Angka IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas
pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00 (skala ukur 1-10) artinya
Pelayanan Publik Ditien SDPPI sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna
layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekonunikasi. Semua indikator sudah berada di
atas nilai 6,00 sehingga hal tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai
IIPP terbesaryaitu i Pungut andaii Paereroc ad ochenngan ni | &19. 1 | PP se

3.4.2. IIPP Internal

Responden yang dilakukan penguluran terhadap Indeks Integritas Pelayanan Publik
pihak internal adalah satuan kerja Ditjen. SDPPI sebanyak 281 orang. Pengukuran Indeks
Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Internal t er di r i atas 4(emBudaya) i ndi k
Organi sasi 0, ASi ptsé m, AmMtPien elr adara & R e NggDeM oo | a a n
A n g g a r. Rimcian nilai IIPP Sertifikasi Operator Radio dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Indeks Integritas Pelayanan Publik (I1PP) unit layanan publik
di lingkungan Ditjen SDPPI Pihak Internal.

IIPP Internal

Indikator Skala Skala
1-4 1-10

Budaya Organisasi
2 Sistem Anti Korupsi
3 Pengelolaan SDM




IIPP Internal

Indikator Skala Skala
1-4 1-10
Pengelolaan Anggaran

Nilai lIPP Internal 3,46 8,39

Berdasarkan Tabel 3.15 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Internal sebesar 3,46 (skala ukur 1-4) atau 8,39 (skala ukur 1-10). Angka IIPP ini sudah
berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK,
yaitu sebesar 6,00 (skala ukur 1-10). Semua indikator sudah berada di atas nilai 6,00
sehingga hal tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai lIPP tertinggi

yaitu fiPengelolaan Anggaran 0 dengan ni | ai8,>58.|InkliRatorsyange s ar
menghasilkan nilai IIPP terendah yaitu i Pengel ol adand eSx\@Mn ni |l ai I | PF
8,00.

3.4.3. IIPP Pakar

Pakar atau Ahli adalah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya
atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan
sesuatu dengan benar, baik, maupun adal sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya
ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan
Publik (IIlPP) Pakart er di ri atas 2 (TWruangspgardanksSit®t emaAbui A
Ko r u p Rincian nilai IIPP Sertifikasi Operator Radio dapat dlihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) unit layanan
publik di lingkungan Ditjen SDPPI Pihak Pakar.

IIPP Pakar
Indikator Skala Skala
1-4 1-10
1 Transparansi 3,82 9,45
2 Sistem Anti Korupsi 3,71 9,13

Nilai IIPP Pakar

Berdasarkan Tabel 3.16 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Pakar sebesar 3,76 (skala ukur 1-4) atau 9,29 (skala ukur 1-10). Angka IIPP ini sudah
berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK,
yaitu sebesar 6,00 (skala ukur 1-10). Semua indikator sudah berada di atas nilai 6,00
sehingga hal tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai IIPP tertinggi
vatuAR Tr anspardaagan nil ®&i45. 11 PP sebesar

3.4. HASIL SURVEI IKM DAN IIPP  DIREKTORAT OPERASI OLEH LPPM -
IPB

LPPM IPB melakukan survelKM dan IIPP yang dilakukan di Direktorat Operasi. Survei
dilakukan terhadap dua jenis layanan Ditjen SDPPIyaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR)
dan Sertifikat Operator Radio (SOR). Pelaksanaan survei dilakukan di seluruh wilayah
Indonesia.
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o 7341 Hasil Pencapaian Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik Ditien SDPPI
Tahun 2021

Secara keseluruhan pencapaian survei sudah melebihi target yaitu sebesar 102.36%,
artinya jumlah responden yang diwawancari sudah melebihi target yang sudah ditentukan.
Semakin banyak jumlah responden yang diwawancarai maka tingkat margin error juga
makin kecil sehingga data yang diperoleh semakin baik dalam menggambarkan populasi.
Pencapaian jumlah responden pada jenis layananPerizinan SFR sebesar 100.91%atau ada
penambahan dua responden dari target yang ditetapkan di awal dan pencapaian responden
pada layanan SOR sebesa 104.32% atau ada penambahan 7 responden dari target yang
telah ditentukan. Uraian selengkapnya tentang pencapaian target responden disajikan pada
Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Pencapaian Jumlah ResponderSurvei Pelayanan Publik SDPPI 2021

Target . ._Jumlah
Layanan ") Pencap_auan Pencapaian Total : Total
Email Telepon Pencapaian| Persentase
1 | Perizinan Spektrum 219 55 166 221 100,91%
Frekuensi Radio
2 | Sertifikasi Operator 162 42 127 169 104,32%
Radio
a. IAR 63 16 47 63 100,00%
b. IKRAP 86 20 73 93 108,14%
c. REOR 13 6 7 13 100,00%

390 102,36%

Pelaksanaan survei di lapangan awalnya ditargetkan dengan menggunakan CAWI
yaitu pengiriman /nk survei melalui email dan reponden melakukan pengisian secara
mandiri. Metode CAWI mengalami kendala di lapangan karena responden jarang membuka
email karena masyarakat Indonesia sebagian besar hanya memanfaatkan email untuk
kegiatan kerja, sehingga frekuensi mereka mengecek email sangat rendah. Beberapa kasus
juga menunjukkan bahwa email yang dikirimkan masuk ke spam sehingga sulit terdeteksi
oleh pengguna layanan. Tim teknis sudah memaksimalkan dengan menghubungi
responden bahwa sudah dikirimkan /ink survei melalui email tetapi tingkat respon dari
responden sangat rendah. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah dengan melakukan survei langsung melalui telepon agar responden langsung
memberikan data survei. Tabel 3.17 menunjukkan bahwa pencapaian responden
didominasi oleh survei yang dilakukan melalui telepon yaitu sekitar 76,90% dari total 3 90
responden yang disurvei.

3.4.1. IKM Pelayanan Publik Direktorat Operasi Tahun 2021

Data yang digunakan untuk melakukan penghitungan IKM berasal dari data hasil
survei Direktorat Operasi yang dilakukan LPPM IPB. Survei dilakukan pada 2 (dua) aspek
layanan yaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikat Operator Radio (SOR).
Indikator untuk menghitung IKM menggunakan 9 (Sembilan) indikator yang dapat dilihat
pada Tabel 3.18.




o TéBEI%.lS. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Pelayanan Publik Direktorat Operasi Tahun

2021.
No Indikator SFR SOR |
1 Persyaratan 3,46 3,54
2 Prosedur Layanan 3,47 3,57
3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,46 3,51
4 Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya 3,57 3,55
5 Produk Hasil Pelayanan 3,53 3,58
6 Kompetensi Pelaksana 3,54 3,55
7 Perilaku Pelaksana 3,60 3,63
8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 3.44 313
Masukan
9 Sarana dan Prasarana 3,50 3,54

IKM 3,51 3,51

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Direktorat Operasi Tahun
2021 pada layanan SFR dan SORmasing-masing sebesar 3,51 (skala 1-4). Nilai tersebut
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Operasipada
layanan SFRdan SORd i k at e gANGAK 8 & | iéngan mutu pelayanan A.

Indikator yang memperoleh IKM tertinggi pada Layanan SFRadalah fiPerilaku
Pelaksana odengan IKM sebesar3,60yangd i k at e gSANGAR B A | Kiéngan mutu
pelayanan A. Indikator yang memperoleh IKM terendah pada Layanan SFR adalah
fiPenanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 0 dengan | EM.Waahpars ar
demikian kategori nilai tersebut masih termasuk fiB A | Kiéngan mutu pelayanan B.

Indikator yang memperoleh IKM terti ng g i pada LayankPemakuSOR ada
Pelaksana 06 dengan | B&Byangthiels atr e gSANGAR B A | Kliéngan mutu
pelayanan A. Indikator yang memperoleh IKM terendah pada Layanan SOR adalah
fiPenanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 0 dengan | K13 Waahpars ar
demikian kategori nilai tersebut masih termasuk fiB A | Kiéngan mutu pelayanan B.

3.4.2. lIPP Pelayanan Publik Direktorat Operasi Tahun 2021

[IPP unit layanan Ditjien SDPPI mengacu pada standar integritas yang digunakan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan besaran rentang nilai IIPP adalah
skala 1-4 dan skala 1-10. Data yang digunakan untuk analisis ini berasal dari data hasil
survei Direktorat Operasi yang dilakukan oleh LPPM IPB. Wilayah survei mencakup selurh
wilayah Indonesia.

Indeks integritas pelayanan publik dilakukan pada pihak eksternal. Pada survei untuk
pihak eksternal ada dua unit layanan yang diukur yaitu Layanan SFR dan SOR. Indeks
Integritas Pelayanan Publik (IIPP) untuk pihak eksternal terdiri atas indikator
AiTransparansi 0, ASi sdarefimh nAtnetgir iKtoar suSH#ap goasyasakad
yang mengurus layana publik akan memberikan penilaian terhadap indikator integritas
pelayanan publik yang dinyatakan dalam bentuk skala pengukuran Likert . Untuk lebih
jelasnya rincian unit layanan yang diukur 1IPP dijelaskan pada Tabel 3.19.




Skala
1-10

IIPP Eksternal
A. IIPP Eksternal Layanan SFR
B. IIPP Eksternal Layanan SOR

Dari Tabel 3.19 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Direktorat
Operasi Tahun 2021 secara gabungan sebesar3,46 (skala ukur 1-4) atau 8,38 (skala ukur
1-10). Angka IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan
publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar6,00 (skala ukur 1-10) artinya Pelayanan Publik
Ditien SDPPI sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna layanan publik
Ditjen SDPPI. Semua indikator sudah berada di atas nilai6,00 sehingga hal tersebut sudah
sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai IIPP terbesar yaitu IIPP Layanan SFR
dengan nilai IIPP sebesar8,5 2.

Pengertian dari standar minimum Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditetapkan
KPK sebesar6,00 adalah sudah tidak ada lagi hal-hal yang dinilai negatif terjadi di unit
layanan publik yang disurvei, seperti: tindak pidana pemberian gratifikasi, prakte k
percaloan, pertemuan antara petugas dengan pengguna layanan di luar prosedur, suasana
di tempat pelayanan nyaman, fasilitas pelayanan lengkap, dan lain sebagainya.
Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Perizinan Spektrum Frekuensi
Radioter di r i ata3randgpaaansi 4, iSi stdem | Anteigr Kbaap
P e g a w.aRindan nilai IIPP Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilihat padaTabel
3.20.

Tabel 3.20. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio
[IPP Eksternal

Indikator Skala Skala

1-4 1-10
1 Transparansi 3,48 8,44
2 Sistem Anti Korupsi 3,49 8,48
3 Integritas Pegawai 3,55 8,64

Nilai IIPP Eksternal Layanan SFR 3,51

Berdasarkan Tabel 3.20 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Perizinan Spektrum Frekuensi Radiosebesar 3,51 (skala ukur 1-4) atau 8,52 (skala ukur
1-10). Angka IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan
publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar6,00 (skala ukur 1-10) artinya Pelayanan Publik
Direktorat Operasi SDPPI sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna
layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Semua indikator sudah berada di atas nilai
6,00 sehingga hal tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai IIPP
terbesalrntyagtttiut & s déngay ailai HRP&ebesar8,64.

Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Sertifikasi Operator Radio
terdii atas i ndi kd@ranspiaransi 0, ASi st eaam AAmMt ie g rKi
P e g a w.aRindan nilai IIPP Sertifikasi Operator Radio dapat dilihat pada Tabel 3.21.




IIPP Eksternal

Indikator Skala Skala
1-4 1-10
1 Transparansi 3,43 8,30
2 Sistem Anti Korupsi 3,35 8,06

Integritas Pegawai

Nilai IIPP Eksternal Layanan SOR

Berdasarkan Tabel 3.21 terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
Sertifikasi Operator Radiosebesar3,42 (skala ukur 1-4) atau 8,25 (skala ukur 1-10). Angka
IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang
ditetapkan KPK, yaitu sebesar6,00 (skala ukur 1-10) artinya Pelayanan Publik Direktorat
Operasi SDPPI sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna layana
Sertifikasi Operator Radio. Semua indikator sudah berada di atas nilai 6,00 sehingga hal
tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai 1IPP terbesar yaitu
Al ntegritas derggnaimidlPROsebesar8,38.

3.4.3. Top Three Boxes Analysis Pelayanan Publik Direktorat Operasi

Analisis Top Three Boxes (TTB) merupakan analisis untuk menghitung persentase
(%) responden yang tel ah ApuBigeo SDPPl.ALRalsk TTB! i t as
memberikan gambaran keberhasilan dari kualitas Pelayaran Publik Ditien SDPPI. Gambaran
keberhasilan kualitas Pelayanan Publik Ditjien SDPPI ini berupa persentase (%) masyarakat
pengguna layanan yang memberikan penilaian positif terhadap kualitas Pelayanan Publik
Ditjen SDPPI.

TTB Analysis pada skala pengukuran 1 i 6, dihitung berdasarkan persentase (%)
responden yang memilih pilihan jawaban 4,5, dan6( r esponden yang menyat a
Puaso, fAPuasoO daRincidndiain7gmtireelBaxes{Td B) Pelayanan Publik
Direktorat Operasi dapat dilihat pada Tabel 3.22 dan 3.23.

Tabel 3.22. Nilai 7op Three Boxes(TTB) pada Layanan SFR

Tidak Kuran Cukup

Indikator Puas g Puas Puas
1. | Persyaratan 0,00% | 0,46% | 2,74% | 2,28% | 75,34% | 19,18% | 100,00%
2. | Prosedur Layanan 0,00% | 0,00% | 1,37% | 3,65% | 77,17% | 17,81% | 100,00%
3. K\;?/'gﬁaze”ye'esa'a” 0,00% | 0,00% | 1,37% | 5,48% | 74,89% | 18,26% | 100,00%
4. | Kemudahan
Pembayaran 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,74% | 65,75% | 31,51% | 100,00%
Tarif/Biaya
5. | Produk Hasil 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,37% | 74,89% | 23,74% | 100,00%
Pelayanan
6. | Kompetensi Pelaksana | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 1,83% | 71,23% | 26,48% | 100,00%
7. | Perilaku Pelaksana 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,46% | 65,75% | 33,79% | 100,00%
8. | Penanganan
Pengaduan, Saran, dan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 81,25% | 12,50% | 100,00%
Masukan
9. | Sarana dan Prasarana 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 77,17% | 19,63% | 100,00%
Rata-rata 3,03% | 73,72% | 22,54% |
TTB 99,29%




" Berdasarkan analisa TTB pada kepuasan layanan SFR pada tabel 3.22Znenunjukkan

bahwa mayoritas 99,29% sudah memberikan penilaian positif atas layanan publik pada

layanan SFR. Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian pengguna layanan yang merasa
ficukup puasd03%Bebidmya&gko 73SWandak fAsangatak puas?o
22,54%. Meskipun demikian, perlu action p/an yang nyata jika akan meningkatkan tingkat

kepuasan pelanggan menjadi sangat puas karena dominan pengguna layanan masih

mer asa fApuas 0 alnhdikator yaagyperin mendafakkdh tingkat kepuasan oleh

pengguna layanan masih rendah perlu mendapatkan perhatian yaitu; (1) Penanganan
Pengaduan, Saran, dan Masukan, dan (2) Prosedur Layanan.

Tabel 3.23. Nilai 7op Three Boxes(TTB) pada Layanan SOR

. Kurang
Indikator PUAS
1. | Persyaratan 0,00% 0,62% | 2,47% 3,09% | 60,49% | 33,33% | 100,00%
2. | Prosedur Layanan 0,00% 0,00% | 0,62% 2,47% | 64,81% | 32,10% | 100,00%
3. | Waktu Penyelesaian
Layanan 0,00% 0,62% | 1,23% 3,70% | 68,52% | 25,93% | 100,00%

4. | Kemudahan
Pembayaran Tarif/Biaya 0,00% 1,23% | 0,62% 4,32% | 59,88% | 33,95% | 100,00%

5. Produk Hasil Pelayanan 0,00% 0,00% | 0,00% 1,85% | 66,67% | 31,48% | 100,00%
6. | Kompetensi Pelaksana 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,94% | 65,43% | 29,63% | 100,00%
7. Perilaku Pelaksana 0,00% 0,00% | 0,00% 0,62% | 61,11% | 38,27% | 100,00%
8. | Penanganan

Pengaduan, Saran, dan 0,00% | 11,11% | 0,00% | 22,22% | 55,56% | 11,11% | 100,00%

Masukan
9. | Sarana dan Prasarana 0,00% 0,00% | 0,62% 2,47% | 69,75% | 27,16% | 100,00%

Rata-rata 5,08% | 63,58% | 29,22%
TTB 97,87%

Berdasarkan analisa TTB pada kepuasan layanan SOR pada tabel 3.23 menunjukkan
bahwa mayoritas 97,87% sudah memberikan penilaian positif atas layanan publik pada
layanan SFR. Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian pengguna layanan yang merasa
Aicukupo psuelsanyak 5, 08 %, Apuasd sebanyak 63,58%
29,22%. Meskipun demikian, perlu action plan yang nyata jika akan meningkatkan tingkat
kepuasan pelanggan menjadi sangat puas karena dominan pengguna layanan masih
mer asa A puas O0SOR tndikatorlyaagpariu mendapatkan tingkat kepuasan oleh
pengguna layanan masih rendah perlu mendapatkan perhatian yaitu; (1) Penanganan
Pengaduan, Saran, dan Masukan, dan (2) Waktu penyelesaian masalah.

3.4.4. Gap Analysis Pelayanan Publik Direktorat Operasi

Hasil Indeks Kepentingan Indikator Pelayanan Publik Direktorat Operasi Tahun 2021
pada layanan SFR dan SORtersaji pada Tabel 3.24. Indeks Kepentingan Indikator
merupakan tingkat kepentingan dari indikator IKM yang dinilai oleh pengguna layanan.
Indeks Kepentingan Idikator juga dapat diart ikan sebagai harapan dari pengguna layanan
untuk kinerja penyedia layanan di setiap indikator. Rata-rata Indeks Kepentingan Indikator
untuk layanan SFR dan SORmasing-masing sebesar 3,63 dan 3,60 (skala 1-4). Nilai
tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diharapkan oleh pengguna layanan
cukup tinggi.




~ Indikator yang memperoleh tingkat kepentingan tertinggi pada Layanan SFR adalah

f\Waktu Penyelesaian Pelayanan 0 d e mitpissebesar3,6 9, sedangkan indikator yang

memperoleh tingkat kepentingan t er endah pada Lay ®agaratabR adal
dengan nilai sebesar 3,57 . Indikator yang memperoleh tingkat kepentingan tertinggi pada

Layanan SOR a d a3amte ddh Prasarana 0 d e nngaasebesar 3,6 5, sedangkan

indikator yang memperoleh tingkat kepentingan terendah pada Layanan SFR adalah

fiProsedur Layanan 0 d e mitpiss@besar 3,53.

Tabel 3.24. Indeks Kepentingan Indikator Pelayanan Publik DirektoratOperasi Tahun 2021

No ‘ Indikator SFR SOR ‘

1 Persyaratan 3,57 3,56

2 Prosedur Layanan 3,64 3,53

3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,69 3,61

4 Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya 3,61 3,64

5 Produk Hasil Pelayanan 3,67 3,60

6 Kompetensi Pelaksana 3,61 3,56

7 Perilaku Pelaksana 3,61 3,59

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 3.63 3.63

Masukan

9 Sarana dan Prasarana 3,62 3,65

Rata-rata 3,63 3,60 |

Gap Analysisyaitu analisis untuk mengukur kesenjangan antara kinerja dengan
harapan dari masing-masing indikator survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan.
Gap Analysis digunakan untuk merangkum indikator survei yang memiliki angka
kesenjangan yang melebihi ambang batas atas kesenjangan. Indikator-indikator kepuasan
pengguna layanan yang melebihi ambang batas atas kesenjangan akan menjadi titik fokus
perbaikan mutu layanan di masa yang akan datang.

Untuk memperoleh indikator kepuasan pengguna layanan yang menjadi prioritas
utama perbaikan mutu layanan digunakan /mportance and Perfomance Analysis(IPA). Hasil
dari gap analysisdisajikan dalam Tabel 3.25 dan Tabel 3.26.

Tabel 3.25. Gap AnalysisUnit Layanan SFR
SFR

\[o] Indikator REne ‘ IKM Gap
1 Persyaratan 3,57 3,46 0,11
2 Prosedur Layanan 3,64 3,47 0,17
3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,69 3,46 0,23
4 Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya 3,61 3,57 0,03
5 Produk Hasil Pelayanan 3,67 3,53 0,14
6 Kompetensi Pelaksana 3,61 3,54 0,07
7 Perilaku Pelaksana 3,61 3,60 0,01
8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 3,63 3,44 0,20

Masukan
Sarana dan Prasarana 3,62 3,50

\ Rata-rata kesenjangan

\ Simpangan baku (standard deviation)
\ Keragaman (variance)

| Ambang batas bawah kesenjangan

Ambang batas atas kesenjangan




~ Pada Gap Analysisuntuk Unit Layanan SFRketentuan untuk menyatakan bahwa Gap
indikator tersebut lebar atau besar adalah gap indikator yang berada diluar ambang batas
atas toleransi kesenjangan, yaitu di atas 0,164. Dari Tabel diatas terlihat bahwa terdapat

kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada indikator:

1. Prosedur Pelayanan (0,17)
2. Waktu Pelayanan (0,23)
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (0,20)

Fakta ini menunjukkan bahwa pada ketiga indikator ini, pengguna layanan publik
Ditien SDPPI berhargy sangat besar terhadap kualitas prosedur pelayanan, waktu
pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan yang diberikan oleh unit
layanan SFR. Namun pada kenyataannya kinerja yang diterima oleh pengguna layanan
masih jauh dari harapan pengguna layanan.

Tabel 3.26. Gap AnalysisUnit Layanan SOR

: SFR
No Indikator Kepentingan ‘ IKM GAP

1 Persyaratan 3,56 3,54 0,02
2 Prosedur Layanan 3,53 3,57 -0,04
3 Waktu Penyelesaian Layanan 3,61 3,51 0,10
4 Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya 3,64 3,55 0,09
5 Produk Hasil Pelayanan 3,60 3,58 0,02
6 Kompetensi Pelaksana 3,56 3,55 0,01
7 Perilaku Pelaksana 3,59 3,63 -0,04

Penanganan Pengaduan, Saran, dan 3,63 313 0,50
8 Masukan
9 Sarana dan Prasarana 3,65 3,54 0,11

Rata-rata kesenjangan

\ Simpangan baku (standard deviation)

Keragaman (varianc
\ Ambang batas bawah kesenjangan
\ Ambang batas atas kesenjangan

Pada Gap Analysisuntuk Unit Layanan SORketentuan untuk menyatakan bahwa Gap
indikator tersebut lebar atau besar adalah gap indikator yang berada diluar ambang batas
atas toleransi kesenjangan, yaitu di atas 0,187. Dari Tabel diatas terlihat bahwa terdapat
kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara harapan dan kinerja pada Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (0,50).

Fakta ini menunjukkan bahwa pada indikator ini, pengguna layanan publik Ditjen
SDPPI berharap sangat besar terhadap kualitas penanganan pengaduan, saran dan
masukan yang diberikan oleh unit layanan SFR. Namun pada kenyataannya kinerja yang
diterima oleh pengguna layanan masih jauh dari harapan pengguna layanan.

3.4.5. I/mportance Performance Analysis Pelayanan Publik Direktorat  Operasi

Analisis kuadran digunakan untuk memetakan hubungan antara harapan atau tingkat
kepentingan (importance) dengan kinerja (perfomance) dari masing-masing indikator
survei kepuasan pengguna layanan publik Ditien SDPPI.Ada 9 (sembilan indikator) pada
survei ini yaitu :




X1 : Persyaratan

X2 : Prosedur Layanan

X3 : Waktu Penyelesaian Layanan

X4 : Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya

X5 : Produk Hasil Pelayanan

X6 : Kompetensi Pelaksana

X7 : Perilaku Pelaksana

X8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
X9 : Sarana dan Prasarana

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh pada Survei Kepuasan Pengguna
Layanan Ditjen SDPPI tahun 2®1 secara keseluruhan tersaji pada Gambar 3.3 berikut.
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Tingkat Kinerja
Gambar 3.3. Pemetaan Indikator Kepuasan Pengguna Layanan SFR Ditjen BPPI
1 Kuadran I: Prioritas utama peningkatan kinerja (Performance Improvement)

Kuadran ini memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dinilai penting oleh
pengguna layanan (harapan tinggi), tetapi pada kenyataannya kinerja indikator tersebut
belum sesuai dengan harapan pengguna layanan (kinerja rendah). Indikator -indikator yang
termasuk dalam kuadran | ini harus menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan kinerja
(perfomance improvement) dimasa yang akan datang. Indikator-indikator yang termasuk
dalam kuadran | ini adalah:

1. X2: Prosedur Layanan
2. X3:Waktu Penyelesaian Relayanan.

3. X8: Pengaduan, Saran, dan Masukan.




9 "'_K'l-j-adran Il: Pertahankan Prestasi

Kuadran ini memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dinilai penting oleh
pengguna layanan (harapan tinggi) dan kinerjanya sudah bisa memenuhi harapan
pengguna layanan (kinerja tinggi). Indikator kepuasan pengguna layanan yang termasuk
dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan kinerjanya. Indikator yang termasuk dalam

kuadran Il ini adal ah X5 : Produk Hasil Pelayanan

9 Kuadran Il : Prioritas Rendah.

Kuadran Il ini memuat indikator -indikator kepuasan pengguna layanan yang
dianggap kurang penting oleh pengguna layanan (harapan rendah), dan pada
kenyataannya kinerja indikator ini juga tidak istimewa (kinerja rendah). Indikator -indikator

yang termasuk dalam kuadran Il ini adalah

1. X1 : Persyaratan
2. X9 : Sarana dan Prasarana

1 Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Kuadran IV ini memuat indikator-indikator kepuasan pengguna layanan yang
dianggap kurang penting oleh pengguna layanan (harapan rendah), akan tetapi kinerja dari
indikator-indikator tersebut cukup tinggi melebihi harapan pengguna layanan. Indikator

yang termasuk dalam kuadran IV ini adalah:
1. X4 : Kompetensi Pelaksana
2. X6 : Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya
3. X7 : Perilaku Pelaksana

IPA SOR Tahun 2021
Kuadran 1 m Kuadran 2
3.64- [X4]
c
c X8
e
= X3
@ 360 X5
G X7
x
©
)
2a50- bixs
l_
Kuadran 3 m Kuadran 4
3.52-
3 I1 3.I2 3 I3 3 .I-i 3 IE 3.I'3 3.IF"

Tingkat Kinerja

Gambar 3.4. Pemetaan Indikator Kepuasan Pengguna Layanan SOR Ditjen SDPPI

1 Kuadran I: Prioritas utama peningkatan kinerja

(Performance Improvement)

Kuadran ini memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dinilai penting oleh

pengguna layanan (harapan tinggi), tetapi pada kenyataannya kinerja indikator tersebq},




belum sesuai dengan harapan pengguna layanan (kinerja rendah). Indikator -indikator yang
termasuk dalam kuadran | ini harus menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan kinerja
(perfomance improvement) dimasa yang akan datang. Indikator yang termasuk dalam
kuadran | ini adalah

1. X8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

2. X3 . Waktu Penyelesaian Layanan
 Kuadran Il: Pertahankan Prestasi

Kuadran ini memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dinilai penting oleh

pengguna layanan (harapan tinggi) dan kinerjanya sudah bisa memenuhi harapan
pengguna layanan (kinerja tinggi). Indikator kepuasa n pengguna layanan yang termasuk
dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan kinerjanya. Indikator -indikator yang termasuk
dalam kuadran Il ini adalah:

1. X4 : Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya

2. X9 : Sarana dan Prasarana
1 Kuadran Il ;: Prioritas Rendah.

Tidak ada indikator yang termasuk dalam kuadran 111

1 Kuadran IV : Melebihi Harapan.

Kuadran IV ini memuat indikator-indikator kepuasan pengguna layanan yang
dianggap kurang penting oleh pengguna layanan (harapan rendah), akan tetapi kinerja dari
indikator-indikator tersebut cukup tinggi melebihi harapan pengguna layanan. Indikator
yang termasuk dalam kuadran IV ini adalah:

1. X1: Persyaratan
. X2 : Prosedur Layanan

w N

X5 : Produk Hasil Pelayanan

B

X6 : Kompetensi Pelaksana

o

X7 :Perilaku Pelaksana
Berdasarkan analisa IPA yang tersaji di atas maka perlu diperhatikan indikator-
indikator yang masuk ke dalam kuadran | baik untuk layanan SFR maupun SOR. Indikator
tersebut harus menjadi prioritas utama dalam melakukan perbaikan layanan publik di masa
yang akan datang.




KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat dirangkum beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

1) Hasil survei IKM Ditjen SDPPI tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaanReformasi
Birokrasi di lingkungan Ditien SDPH sudah sangat baik berdasarkan penilaian
masyaratakat/pengguna layanan publik.

2) Secara umum pelanggan Ditjen SDPPI sudahsangat puas dengan pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) secara keseluruhan berada pada nillai 89,72 dengan mutu
pel aydaadefmgan ki neS8ANGATBAIK a Masineasebutijuga dapat
dilihat dari nilai IKM tiap jenis layanan pu blik, yaitu:

a. IKM Perizinan Spektrum Frekuensi Radio berada pada nilai88,89 yang berarti
pel ayan a SANGATIBAK 0 i

b. IKM Sertifikat Operator Radio berada pada nilai 89,49 yang berarti pelayanan
s u d &SSANGAT BAIK 0 .

c. IKM Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada nilai 89,92 yang
berarti pelayanan sudah ASANGAT BAIK 0 .

d. IKM Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi berada pada nilai 90,56 yang
berartdi pel sSAMGARBAIKOUudah A

3) Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditien SDPPI secara keseluruhan sudah
mendapatkan kategori iISANGAT BERINTEGRITAS 6 d e n g &88/90 (Bkala &-10),
sedangkan IIPP 4 (empat) unit layanan publik Ditien SDPPI, adalah:

a. IIPP Perizinan Spektrum Fekuensi Radios u d aSANGAT BERINTEGRITAS 0
dengan nilai 9,13.

b. [IPP Sertifikat Operator Radio s u d aSANGAT BERINTEGRITAS 0 d e mijgia n
8,96 .

c. lIPP Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi sudah fASANGAT
BERINTEGRITAS o0 dengan nilai 8,9 2.

d I'Il PP Sertifikat Al at dan Per SANGATD t Tel
BERINTEGRITAS O denga&dA3.ni | ai

4) Berdasarkan hasil /mportance and Perfomance Analysis (IPA) terdapat beberapa
indikator yang harus menjadi prioritas perbaikan pelayanan publik di lingkungan Ditjen
SDPP] yaitu:

a. Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

1 Waktu pelayanan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan
b. Sertifikat Operator Radio

1 Waktu pelayanan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan




~ Indikator yang menjadi p rioritas peningkatan layanan publik ini bukan berarti dinilai
sebagai indikator yang tidak memuaskan pengguna layanan. Indikator yang menjadi
prioritas adalah indikator yang masuk ke dalam kuadran I. Indikator tersebut memperoleh

ekspektasikepentingan yang tinggi dari responden tetapi kinerja atau pencapaiannya
masih jauh dari ekspektasi tersebut. Ditien SDPPI harus mencari solusi atas gap yang terjadi
tersebut dengan menentuan p/an action yang terukur dalam bentuk rekomendasi untuk
perbaikan kualitas layanan publik di masa yang akan datang.
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4.2. REKOMENDASI

4.2.1. Rekomendasi Peningkatan pelayanan publik Ditien SDPPI.

Berdasarkan hasil survei pelayanan publik tahun 2021 diperoleh permasalahan yang harusdiperhatikan oleh Ditjen SDPPI. Data tersebut
merupakan data yang diperoleh dari responden yang menggambarkan kondisi layanan publik. Tindak lanjut atas temuan tersebut di bahas dalam
FGD dengan stakeholder terkait layanan di Ditjen SDPPI. Berikut dijabarkan hasil rekomendasi tiap jenis layanan publik di Ditien SDPPI yang
tersaji pada tabel berikut.

Hal yang Perlu Ditingkatkan

Unit Layanan Indikator Nilai Permasalahan Rekomendasi
(Skala 1 -4)
SFR 1. Penanganan Pengaduan, 3,44 Penyelesaian/solusi setiap a. Perlu adanya sistem informasi tentang
Saran, dan Masukan pengaduan dianggap lamban

penyelesaian pengaduan( 7racking
penanganan pengaduan).
Sistem tersebut akan memberikan
informasi kepada pengguna layanan
tentang proses atas pengaduan yang
diajukan. Dengan demikian pelanggan
akan mendapatkan kepastian dalam
melakukan pengaduan. Sistem tersebut
dapat berupa informais via telpon/email
tentang penyelesaian pengaduan

b. Penanganan pengaduan yang sifatnya
lintas satuan kerja, lintas eselon harus
dibuatkan SOP.

oleh responden.
Waktu respons pengaduan
kurang cepat

2. Waktu Penyelesaian 3,46 Kurangnya ketersediaan a. Sosialisasi prosedur layanan kepada
Layanan informasi tentang waktu pengguna layanan dilakukan dengan
penyelesaian tiap prosedur baik.
Masih banyak yang b. Sosialisasi jangka waktu (timeline)
menganggap waktu penyelesaian layanan agar pengguna
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Unit Layanan

Hal yang Perlu Ditingkatkan

Indikator

Nilai

Permasalahan

Rekomendasi

(Skala 1 -4)

penyelesaian lebih dari sama
dengan 1 minggu

Mengikuti prosedur layanan
kurang mudah

Informasi tentang status
permohonan tidak tersedia

layanan mengetahui sejak kapan
perhitungan layanan dihitung, misal
sejak persyaratan semua terpenuhi dan
ter-upload ke dalam sistem.

Dukungan sistem informasi tentang
kepastian waktu penyelesaian layanan
yang dapat berupa sistem tracking
tentang proses penyelesaian layanan
yang digunakan.

SOR

1. Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

3,13

Kecepatan merespon
pengaduan masih kurang

Perlu adanya sistem informasi tentang
penyelesaian pengaduan. Setiap
pelanggan yang menyampaikan
pengaduan akan mendapatkan informasi
atas penanganan pengaduan yang
disampaikan. Misalkan pelanggan
dihubungi dan diberi info lewat
telpon/email tentang penye lesaian
pengaduan.

Penanganan pengaduan yang sifatnya
lintas satuan kerja, lintas eselon
membutuhkan SOP. Dan SOP ini belum
ada. (Membuat SOP untuk pengaduan
yang sifatnya lintas Satker dan lintas
eselon, dan sistem tracking pengaduan
yang dapat dilihat oleh pengguna
layanan).

2. Waktu Penyelesaian 3,51
Layanan

Ketersediaan informasi tentang
waktu penyelesaian masih
kurang

a. Sosialisai tentang prosedur layanan
b. Mensosialisasikan jangka waktu (timeline)
penyelesaian layanan kepada setiap
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Hal yang Perlu Ditingkatkan

Unit Layanan Indikator Nilai Permasalahan Rekomendasi
(Skala 1 -4)
Masih banyak yang pelanggan, dan menyediakan dukungan
menganggap waktu sistem informasi tentang kepastian waktu
penyelesaian lebih dari sama penyelesaian layanan

dengan 1 minggu, walaupun
sudah lebih dari setengah yang
menganggap 1-3 hari.

Pengujian Alat dan 1. Penyelesaian Layanan 3,51 Sosialisasi untuk memberikan pengertian
Perangkat o 2. Waktu Pelayanan 3,59 kepada pengguna layanan/pemohon
Telekomunikast pengujian bahwa waktu penyelesaian layanan

17 hari kerja yang dihitung sejak pengguna
layanan/ pemohon pengujian sudah
membayar biaya pengujian, dan hal ini sesuai
dengan standar waktu penyelesaian layanan
yang diatur oleh peraturan yang berlaku di

BBPPT.
Sertifikasi Alat dan 1. Persyaratan 3,56 a. Mempermudah skenario / melakukan
Perangkat efisiensi terhadap proses registrasi
Telekomunikasi* layanan sertifikasi

b. Program Sosialisasi terus dilakukan baik
melalui berita dikanal media online
maupun pemberitahuan secara langsung
kepada pemohon secara face fo face

c. Menampilkan informasi prosedural secara
jelas dan menggunakan bahasa serta
visualisasi yang mudah dipahami

d. Memastikan adanya grace periodyang
mencukupi bagi perusahaan untuk
menyesuaikan dengan berbagai strategi
perusahaan yang sudah terlanjur
ditetapkan.
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Unit Layanan

Hal yang Perlu Ditingkatkan

Indikator

Nilai

Permasalahan

Rekomendasi

(Skala 1 -4)

Menyediakan PIC khusus untuk
perusahaan-perusahaan yang sering
mengajukan pengurusan sertifikat

2. Produk Hasil Pelayanan

3,58

Efisiensi tatalaksana pemeriksaan
dokumen hingga pelaporan kepada
pengguna, khususnya pada permohonan
yang ditolak

Membuat video tutorial tentang
penggunaan situs Postel, dan situs

di t ambal@hab i y enanguagkinkan
pengguna melakukan konsultasi secara
online

Membuat tampilan pop-up post-
information setelah berhasil submit
permohonan secara online ataupun

membuat fitur @Al acak
melalui sms ataupun secara online.

Menambahkan banadwith kuota userpada
server website untuk menghindari

crast hang. Juga melakukan maintenance
teratur guna meningkatkan pelayanan
pada website

3. Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

3,58

Untuk meningkatkan responsivitas
pelayanan, bisa dibuatkan fitur /ve chat
atau fitur bot.

Meningkatkan kompetensi petugas terkait:
Penguatan product knowledge ,
Responsivenesserhadap kebutuhan
pelanggan, Tata cara melayani pelanggan
baik secara tutur bahasa maupun gerak
tubuh, Penanganan keluhan/complaint
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KOMINFO

Hal yang Perlu Ditingkatkan

Unit Layanan Nilai Permasalahan Rekomendasi

Indikator

(Skala 1 -4)
handling dan Meningkatkan konsistensi
antara petugas loket dan call center dalam
memberikan jawaban atau menangani
keluhan.

Keterangan: *Data Balai Uji, ** Data Direktorat Standarisasi

4.2.2. Rekomendasi Integritas Pelayanan Publik di Ditien SDPPI

Penilaian IIPP Ditjen SDPPI terdiri dari tiga pihak yaitu pihak eksternal, pihak internal, dan pihak pakar. IIPP yang terendah adalah IIPP
yang diukur oleh pihak internal atau pegawai Ditien SDPPI. Oleh karena itu, peningkatan integritas pelayanan publik dapat dil akukan dengan
memperhatikan IIPP internal yang dinilai terendah dibandingkan komponen indeks yang lain. Berikut disajikan rekomendasi peningkatan IIPP di
lingkungan Ditjen SDPPI.

Indikator Permasalahan Rekomendasi ‘
Pengelolaan SDM Pengelolaan SDM ASN di Ditien SDPPI masih| a. Proses seleksi penerimaan pegawai harus bebas dari keistimewaan
belum dipercaya sepenuhnya dilakukan seperti kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, almamater, dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sebagainya.

b. Penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif (termasuk pemberian
reward atau punishment)

c. Pengelolaan SDM harus bebas dari keistimewaan seperti kepentingan
pribadi, hubungan kekerabatan, almamater, dan sebagainya.
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ampiran 2. Kuesioner Survei Pelayanan Publik Ditien ®PP12021 Perizinan Spektrum
Frekuensi Radio (SFR)

KUESIONER SURVEI PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI 2021
PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR)

Bapak/Ibu yang terhormat,
Dalam rangka meningkatkan layanan SFR, Ditjien SDPPI bekerjasama dengan LPPM IPB mengadakan survei
kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik.

Kami berharap, Bapak/lbu memberikan jawaban yang objektif. Kami menjamin kerahasiaan informasi yang
diberikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis kelamin [ ] Laki-laki [ | Perempuan
2. Usia

18-23 Tahun

24-39 Tahun

40-55 Tahun

56-74 Tahun

3. Pendidikan Terakhir
SD atau sederajat

SMP atau sederajat

SMA atau sederajat
S1 atau sederajat
S2

S3
4. Instansi/perusahaan/organisasi/Biro Jasa tempat bekerja :

5. Alamat lengkagnstansi/perusahaan/organisasi/Biro Jasa tempat bekerja :

6. Nomor HP WhatsApp

7. Apakah Bapak/Ibu mengurus layanan untuk pihak lain?

[ va || Tidak, Jika Tidak, lanjut ke No.9

8. Sebutkan nama perusahaan yang Bapak/Ibu urus :

9. Hingga saat ini, sudah berapa kali Bapak/lbu melakukan pengurusan layanan :

[ | 1kai | | 2kai || 3kali atau lebih

10. Pelayanan yang terakhir kali diurus (pilih satu yaeguai jenis layanan yang diurus) :

Perizinan SFR
Dinas TetapNlicrowave Point to PoinBWA Point to Multipoint

Dinas Bergerak (Radio Trunking, Radio Konvensional, Paging, Radio Taxi, S

Penyiaran

Maritim




Penerbangan

Satelit
ATURAN PENGISIAN KUESIONER
- 1. Berilah tanda & pada kolom jawaban yang telah dise:

tentang kualitas layanan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas

BAGIAN 1| PERSYARATAN \
1. Sangat Tidak Mudah
2. Tidak Mudah

Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kemudahan pe 3. Kurang Mudah
1. | persyaratan pelayanan SFR (di luar persyaradientakgn oleh OSS / :
" 4. Cukup Mudah
BKPM)~
5. Mudah

6. Sangat Mudah

Pelayanan Publik (IIPP) terhadi@yanan SFR dan SOR.

2. Tuliskan jawaban Bapak/lbu pada tempat yang telah disediakan untuk pertanyaan terbuka.

1.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhzksyenieadtayanan SFR ? (boleh pilih lebih dari
satu)

Ketersediaan informasi tentang persyaratan layanan

Kejelasan persyaratan

Kesesuaian persyaratan layanan dengan ketentuentegang

' BAGIAN 2| PROSEDUR LAYANAN |
1. Sangat Tidak Mudah
2. Tidak Mudah

5 Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan 3. Kurang Mudah
" | layanan SFR? 4. Cukup Mudah
5. Mudah

6. Sangat Mudah

2.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperiaitsezhitalyanan SFR ? (boleh pilih lebih dari
satu)

Ketersediaan informasi tentang prosedur layanan

Kelengkapan informasi tentang prosedur layanan

Kejelasan prosedur layanan

Kemudahan dalam mengikuti prosedur layanan

Ketersediaan Informasi tentang status permohonan

‘ BAGIAN 3| WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

3.  Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang standar waktu penyelesaian layanan SFR ?

Ya, Berapa hari? Lanjut ke pertanyaan 3.1

Tidak tahu
3.1 Jika Ya, Sebutkan berapa hari waktu penyelesaian layanan SFR? ﬁ




Secara umum, menurut penilaian Bapak/lbu, apakah jangka waktu per
pelayanan SFR sudah sesuai dengan ketentuan?

1. Sangat Tidak Sesuai

2. Tidak Sesuai

3. Kurang Sesuai

4. Cukup Sesuai

5. Sesuai

6. Sangat Sesuai

4. | tarif/lbiaypelayanan SFR ? (tidak termasuk pendapat tentang besarnya

3.2 Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhaiitie pexityelesaidayanan SFR ? (boleh

pilih lebih dari satu)

Ketersediaan informasi tentang waktu standar penyelesaian layanan

BAGIAN 4| KEMUDAHAN PEMBAYARAN TARIF/BIAYA

Ketersediaan informasi tentang waktu penysitisgigmosedur/alur/tahapan layaean (rackipg

1. Sangat Tidak Mudah

2. Tidak Mudah

Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan

3. Kurang Mudah

tarif/biaya)

4. Cukup Mudah

5. Mudah

6. Sangat Mudah

4.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperbegknteikiadtn pembayaran tarif/biayanan

SFR ? (boleh pilih lebih dari satu)

Ketersediaan informasi tentang tarif/biaya layanan
Ketersediaan informasi tentang batas akhir ptuffasaya layanan

Bank tempat pembayaran tarif/biaya layanan kurang banyak

BAGIAN 5| PRODUK HASIL PELAYANAN

1.Sangat Tidak Sesuai

2. Tidak Sesuai

Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai produk hasil

3. Kurang Sesuai

yang diterima ? (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

4. Cukup Sesuai

5. Sesuai

6. Sangat Sesuai

5.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhaitdtdckeisilayanan SFR ? (boleh pilih lebih dari

satu)

Ketersediaan informasi tentang standar hasil layanan

Kejelasan informasi tentang standar hasil layanan

Hasil layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan

BAGIAN 6| KOMPETENSI PELAKSANA

1. Sangat Tidak Memad

2. Tidak Memadai

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kompeteriaypetg&s-R dala

3. Kurang Memadaj——

melayani pengguna?

4. Cukup Memadai,

5.Memadai  /////,

6. Sangat Memada,

N




: 6.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperbaikipetiesisi petugdayanan SFR ? (boleh pilih
lebih dari satu)

Kompetensi petugas dalam memberikan asistensi/konsultasi

Kompetensi petugamtact centdalam menjawab pengaduan pengguna layana

BAGIAN 7| PERILAKU PELAKSANA

1. Sangat Tidak Baik

2. Tidak Baik
7 Bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai perilaku petugas layanan S 3. Kurang Baik
" | melayani pengguna? 4. Cukup Baik
5.Baik

6. Sangat Baik

7.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhzekilédukpetugayanan SFR ? (boleh pilih lebih
dari satu)

Sikap proaktif petugas dalam memberikan asistensi/konsultasi

Sopan santun petugas dat@mberikan layanan

‘ BAGIAN 8| PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

8.  Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan pengaduan terhadap layanan SFR ?

1. Ya (Lanjut ke pertanyaan 8.1)

2. Tidak (Lanjut ke pertanyaan 9.)

1. Sangat Tidak Baik

2. Tidak Baik
[Hanya untuk yang pernah melakyt@mgaduanSecara umum, bagaiman 3. Kurang Baik
8.1| penilaian Bapak/lbu mengenai penanganan laporan dan/atau pengadu 2. Cukup Baik
SFR atau SOR? o P

6. Sangat Baik

8.2 Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperlzgkigrdaian pengaduayanan SFR ? (boleh
pilih lebih dari satu)

Kecepatan merespon pengaduan
Penyelesaian/solusi untuk setiap pengaduan

BAGIAN 9| SARANA DAN PRASARANA
1. Sangat Tidak Lengkaj

2. Tidak Lengkap

9 Secara umuilmagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai ketersediaan s 3. Kurang Lengkap
" | prasarana pendukung layanan SFR atau SOR? 4. Cukup Lengkap
5. Lengkap

6. Sangat Lengkap




_—

lebih dari satu)

Kemudahan menggunakebsitéayanan

Kemudahauploadlan/atadownloadokumen

‘ BAGIAN 10| TINGKAT KEPENTINGAN

Mohon isikan tingkat kepentingan Bapak/Ibu terhadap indikator survei layanan SFR

Kehandalanebsitéayanan (tidak sering down/hang)

Kemudahan menelugtackingsetiap tahapan layanan melalui website

: 9.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu dipertssikaterkdzin prasarateyanan SFR ? (boleh pilih

No

1.
Sangat
ATRIBUT/INDIKATOR KEPUASAN tidak

penting

2.
Tidak
penting

3.
Kurang
Penting

4.
Cukup
Penting

5

Penting

6.
Sangat
Penting

10.1.

Persyaratan

10.2.

Prosedur Layanan

10.3.

Waktu Penyelesaian Pelayanan

10.4.

Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya

10.5.

Produk Hasil Pelayanan

10.6.

Kompetensi Pelaksana

10.7.

Perilaku Pelaksana

10.8.

Penanganan Pengaduan, Saran dan M

10.9.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

‘ INDEKS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP)

Pada bagian berikut ini Bapak/lbu diminta menilai integritas pelayanan publik SFRGjalmnaisior 1

1 = Sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang Bapak/lbu alami sampai dengan 10 = Sangat sesuai denge

kenyataan yang Bapak/Ibu alami.

BAGIAN 11| TRANSPARANSI

No

Pernyataan

Tingkat Kesesuaian

3|4

5/6|7

8

9

11.1.

Ditjen SDPPI sudah menerapkan asas ketert
(menyampaikan semua informasi yang Bapa
perlukan) ketika Bapak/Ibu mengurus layana

11.2.

Prosedur (tata canandapat layanan) dari Ditje
SDPPI mudah diikuti

11.3.

Pegawai Ditjen SDPPI telah melaksanakan
dengan baik (dalam memberikan layanan su
sesuai dengan tata cara yang berlaku)

11.4.

Tidak ada pegawai Ditjien SDPPingamberikan
perlakuan khusus (jalur cepat, prioritas, mem
antrian, dll) pada orang tertentu

Asalusul/golongan seseorang (suku, agama,
kekerabatan, almamater, dll) tidak mempeng
pengurusan layar(arempermudah/mempersu




BAGIAN 12 |

SISTEM ANTI -KORUPSI
Tingkat Kesesuaian
No Pernyataan 3lal5l6]7]8]9] 10
) Sosialisasi anti korupsi yang telah dilaksanak
12.1. Ditjen SDPPI sudah dipahami oleh sebagian
pengguna layanan
12.2.| sistem pencegahan korupsi yang ada di Ditje
SDPPI sudah efektif mencegah korupsi
BAGIAN 13| INTEGRITAS PEGAWAI
Tingkat Kesesuaian
No Pernyataan 3456789 10
3 Pegawai Ditjen SDPPI yang berurusan deng
3.1 Bapak/Ibu menjunjung tkejgjuran (memberik
informasi dengan benar)
13.2.| pegawai Ditien SDPPI yang berurusan deng
Bapak/Ibu terbebas dari kepentingan pribadi
13.3. | pegawabitjen SDPRang berurusan dengan
Bapak/Ibu tidak menyalahi wewenang
(mengerjakan/memutuskan tugas yang bukal
wewenangnya)
13.4. | pegawdbitien SDPRang berurusan dengan
Bapak/Ibu telah melaksanakan tugas dengar
14. Apa saja sar&@apak/Ibu untuk meningkatkan layanan SFR di masa yang akan datang?




Lampiran 3. Kuesioner Survei Pelayanan Publik Ditien SDPPI12021 Sertifikasi
Operator Radio (SOR)

KUESIONER SURVEI PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI 2021
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

Bapak/lbu yang terhormat,

Dalam rangka meningkatkan layanan SOR, Ditjen SDPPI bekerjasama dengan LPPM IPB mengadakan survei
kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik.

Kami berharap, Bapak/lbu memberikan jawaban yang objektif. Kami menjamin kerahasiaan informasi yang
diberikan. Atas kesediaan Bapak/lIbu untuk mengisi kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis kelamin [ ] Laki-laki [ | Perempuan
2. Usia :

1823 Tahun

24-39 Tahun

40-55 Tahun

56-74 Tahun

3. Pendidikan Terakhir
SD atau sederajat

SMP atau sederajat

SMA atau sederajat

S1 atau sederajat
S2

S3
4. Instansi/perusahaan/organisasi/Biro Jasa tempat bekerja :

5. Alamat lengkagnstansi/perusahaan/organisasi/Biro Jasa tempat bekerja :

6. Nomor HP MWhatsApp

7.  Apakah Bapak/Ibu mengurus layanan untuk pihak lain?

[ va || Tidak, Jika Tidak, lanjut ke No.9

8. Sebutkan nama perusahaan yang Bapak/Ibu urus :

9. Hingga saat ini, sudah berapa kali Bapak/lbu melakukan pengurusan layanan :

[ 1kl [ | 2kai [ | 3 kali atau lebih

10. Pelayanan yang terakhir kali diurus (pilih satu yang sesuai jenis layanan yang diurus) :

Sertifikasi Operator Radio (SOR)

IAR
IKRAP
REOR




ATURAN PENGISIAN KUESIONER

2.

Beril ah
tentang kualitas layanan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas
Pelayanan Publik (IIPP) terhadap layanan SOR.

tanda

PERSYARATAN

a

pada

kol om

Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kemudahan pe
persyaratgpelayanan SOR yang ditentukan oleh SDPPI (di luar persya
ditentukan oleh Orari/RAPI/Lemdik)?

jawaban yang

t el ah

Tuliskan jawaban Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan untuk pertanyaan terbuka.

BAGIAN 1 |
1. Sangat Tidak Mudah

di s e

2. Tidak Mudah

3. Kurang Mudah

4. Cukup Mudah

5. Mudah

6. Sangat Mudah

BAGIAN 2 |

satu)

Kejelasan persyaratan

PROSEDUR LAYANAN

Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/lbu mer
kemudahan prosedur layanan SOR?

Ketersediaan informasi tentang persyaratan layana

Kesesuaian persyaratan layanan dengan ketentuan yang berlaku

1. Sangat Tidak Mudah

2. Tidak Mudah

3.Kurang Mudah

4. Cukup Mudah

5. Mudah

6. Sangat Mudah

satu)

BAGIAN 3 |

Tidak tahu

3.1

Kejelasan prosedur layanan
Kemudahan dalam mengikuti prosedur layanan

Ketersediaan informasi tentang prosedur layanan
Kelengkapan informasi tentang prosedur layanan

Ketersediaan Informasi tentang status permohonan

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Ya, Berapa hari? Lanjut ke pertanyaan 3.1

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang standaenyal@saian layanan SOR ?

Jika Ya, Sebutkan berapa hari waktu penyelesaian layanan SOR?

1.1. Menurut Bapak/Ilbu, hal apa yang masih perlu diperhzksyeraatayanan SOR ? (boleh pilih lebih dari

2.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhazitsezhltatyanan SOR ? (boleh pilih lebih dari




1. Sangat Tidak Sesuai

2. TidalSesuai
Secara umum, menurut penilaian Bapak/lbu, apakah jangka waktu pen 3. Kurang Sesuai
3.2 X X
pelayanan SOR sudah sesuai dengan ketentuan? 4. Cukup Sesuai
5. Sesuai

6. Sangat Sesuai

3.3 Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhaiitte pexityelesaidayanan SOR ? (boleh
pilih lebih dari satu)

Ketersediaan informasi tentang waktu standar penyelesaian layanan

Ketersediaan informasi tentang waktu penyelesaian setiap prosedur/alur/tatregranttagéijey

BAGIAN 4| KEMUDAHAN PEMBAYARAN TARIF/BIAYA
1. Sangat Tidak Mudah
2. Tidak Mudah

Secara umum, bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai kemudahan 3. Kurang Mudah
4. | tarif/lbiaya pelayanan SOR ? (tidak termasuk pendapat tentang besarny :
tarif/biaya) 4.Cukup Mudah

5. Mudah
6. Sangat Mudah

4.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperbekntetkiaétn pembayaran tarif/biayanan
SOR ? (boleh pilih lebih dari satu)

Ketersediaan informasi tentang tarif/biaya layanan

Ketersediaan informasi tentang batas akhir pelunasan tarif/biaya layanan

Bank tempat pembayaran tarif/biaya layanan kurang banyak

BAGIAN5| PRODUK HASIL PELAYANAN
1. Sangat Tidak Sesuai
2. Tidak Sesuai

5 | Secaraumum, bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai produk hasil 3. Kurang Sesuai
" | yangditerima ? (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) 4. Cukup Sesuai
5. Sesuai

6. Sangat Sesuai

5.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperhaitdtdckeisilayanan SOR ? (boleh pilih lebih dari
satu)

Ketersediaan informasi tentang standar hasil layanan

Kejelasan informasi tentang standar hasil layanan
Hasil layanan tidsdsuai dengan standar pelayanan

BAGIAN 6| KOMPETENSI PELAKSANA

1. Sangat Tidak Memad
2. Tidak Memadai

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kompetensi petugas layana 3. Kurang Memad)a(

melayani pengguna? 4. Cukup Memadai

5.Memadai  /////,
6. Sangat Memadal/,

W)



: 6.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiknpetesisi petugdayanan SOR ? (boleh pilih
lebih dari satu)

Kompetensi petugas dalam memberikan asistensi/konsultasi

Kompetensi petugamtactentedalam menjawab pengaduan pengguna layana

BAGIAN 7| PERILAKU PELAKSANA

1. Sangat Tidak Baik

2. Tidak Baik
7 Bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai perilaku petugas layanan S 3. Kurang Baik
" | melayani pengguna? 4. Cukup Baik
5.Baik

6. Sangat Baik

7.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperhzakiltdukpietugaeyanan SOR ? (boleh pilih
lebih dari satu)

Sikap proaktif petugas dalam memberikan asistensi/konsultasi

Sopan santun petugas dat@mberikan layanan

‘ BAGIAN 8| PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

8. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan pengaduan terhadap layanan SOR ?

1. Ya (Lanjut ke pertanyaan 8.1)

2. Tidak (Lanjut ke pertanyaan 9.)

1. Sangat Tidak Baik

2. Tidak Baik
[Hanya untuk yang pernah melakys@mgaduanSecara umum, 3. Kurang Baik
8.1| bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai penanganan lapo 4. Cukup Baik
dan/atau pengaduan layanan SOR? 5' Baik i

6. Sangat Baik

8.2 Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperhzekicedeaan pengadulmyanan SOR ?
(boleh pilih lebih dari satu)

Kecepatan merespon pengaduan
Penyelesaian/solusi untuk setiap pengaduan

BAGIAN 9| SARANA DAN PRASARANA
1. Sangat Tidak Lengkaj

2. Tidak Lengkap

9 Secara umuilmagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai ketersediaan s 3. Kurang Lengkap
" | prasarana pendukung layanan SOR? 4. Cukup Lengkap
5. Lengkap

6. Sangat Lengkap
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Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperlsskaterkizsin prasarafeyanan SOR ? (boleh

pilih lebih dari satu)

Kemudahan menggunakebsitéayanan

Kehandalanebsitéayanan (tidak sering down/hang)

Kemudahauploadlan/atadownloadokumen

Kemudahan menelugtackingsetiap tahapan layanan melalui website

‘ BAGIAN 10| TINGKAT KEPENTINGAN

Mohon isikan tingkat kepentingan Bapak/Ibu terhadap indikator survei layanan SOR

No

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sangat | Tidak Kurang | Cukup | Penting | Sangat
ATRIBUT/INDIKATOR KEPUASAN tidak penting | Penting | Penting Penting

penting

10.10

Persyaratan

10.11

Prosedur Layanan

10.12

Waktu Penyelesaian Pelayanan

10.13

Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya

10.14

Produk Hasil Pelayanan

10.15

Kompetensi Pelaksana

10.16

Perilaku Pelaksana

10.17

Penanganan Pengaduan, Saran dan M

10.18

Sarana dan Prasarana Pelayanan

INDEKS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP)

Pada bagian berikut ini Bapak/Ibu diminta menilai integritas pelayanan publik SOROj alianasé&or 1

1 = Sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang Bapak/lbu alami sampai dengan 10 = Sangat sesuai denge
kenyataan yang Bapak/Ibu alami.

BAGIAN 11| TRANSPARANSI

Tingkat Kesesuaian

No Pernyataan 1121325167189 10
6 Ditjen SDPPI sudah menerapkan asas ketert

116. (menyampaikan semua informasi yang Bapa
perlukan) ketika Bapak/Ibu mengurus layana

11.7.| Prosedur (tata canendapat layanan) dari Ditje
SDPPI mudah diikuti

11.8.| pegawai Ditjen SDPPI telah melaksanakan g
dengan baik (dalam memberikan layanan su
sesuai dengan tata cara yang berlaku)

11.9.| Tidak ada pegawai Ditien SDPPingmperikan
perlakuan khusus (jalur cepat, prioritas, mem
antrian, dll) pada orang tertentu

11.10

Asalusul/golongan seseorang (suku, agama,
kekerabatan, almamater, dll) tidak mempeng
pengurusan layar(arempermudah/mempersu




SISTEM ANTI -KORUPSI

BAGIAN 12 |

Tingkat Kesesuaian
No Pernyataan 3lal5(6]7/8]9] 10
12 Sosialisasi anti korupsi yang telah dilaksanak
3. Ditjen SDPPI sudah dipahami oleh sebagian
pengguna layanan
12.4.| sistem pencegahan korupsi yang ada di Ditje
SDPPI sudah efektif mencegah korupsi
BAGIAN 13| TRANSPARANSI
Tingkat Kesesuaian
No Pernyataan 3lal5]6]7]8]9] 10
1 Pegawai Ditjen SDPPI yang berurusan deng
35. Bapak/Ibu menjunjung tikejgjuran (memberik
informasi dengan benar)
13.6. | pegawai Ditjen SDPPI yang berurusan deng
Bapak/Ibu terbebas dari kepentingan pribadi
13.7.| pegawdbitien SDPRang berurusan dengan
Bapak/Ibu tidak menyalahi wewenang
(mengerjakan/memutuskan tugas yang buka
wewenangnya)
13.8. | pegawdbitien SDPang berurusan dengan
Bapak/Ibu telah melaksanakan tugas dengar
15. Apa saja sar@apak/Ibu untuk meningkatkan layanan SOR di masa yang akan datang?




ampiran 4. Kuesioner Survei Integritas Pelayanan Publik Ditien PPl 2021 di
Lingkungan PegawaiDITJEN SDPPI

KUESIONER SURVEI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI 2021
DI LINGKUNGAN PEGAWAI DITJEN SDPPI

Bapak/lbu Pegawai Ditjen SDPPI, dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik, Sekretariat Ditjen
SDPPI melakukan survei untuk mengukur Indeksgritas Pelayanan Publik (IIPP) Direktorat Jenderal SDPPI.

Mohon untuk memberikan jawaban objektif terhadap pertanyaan survei ini, agar hasil survei ini dapat
mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jawaban dan identitas Bapak/Ibu bendikential (rahasia). Dari

hasil survei ini diharapkan program dan kebijakan Ditien SDPPI akan lebih baik lagi dhmasaayang akan
datang.

Survey terdiri dari 6 bagian pertanyaan dan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Pengisian dapat dilakukan dengan
scroll up(menggeser ke atas) atsaroll down(menggeser ke bawah) layar Bapak/Ibu.

IDENTITAS RESPONDEN
HiddenVariable

1. NIP

2. Nama

3. Satuarkerja

SekretariddirektoralenderaSDPPI
DirektorabtandardisaBerangkdosdaninformatika
Direktora®engendalig®DPPI
DirektoraDperasbumbeDaya
Direktora@PenataasumbeDaya

UPTBidangVlonitorin§pektrunfrekuensi
UPTBalaiBesaPenguijiaRerangkalelekomunikasi

4. Jenis Kelamin [ |Lakilaki [ ] Perempuan
5. Usia : tahun
6. Masa kerja

DKurang dari 10 tathOT 20 tahuG21'|' 30 tahudj Lebih dari 30 tahi

ATIIRAN PENGISIAN KIIFSIONFR

Pada bagian berikut ini Bapak/Ibu diminta menilai integritas pelayanan publik SFR atau SOR dalam skor 1
dimanal = Sangat tidak percesampai dengdi® = Sangat percaya

BAGIAN 1 | BUDAYA ORGANISASI

Tingkat Kepercayaan
1/2|3|4|5/6|7(8|9]|10

No Pertanyaan

la.| percayakah Bapak/Ibu bahwa budaya organisasi Ditjen §
sudah diterapkan dengan baik dalam memberikan pelayg
publik?

Budaya organisaadalah sistem nilai (values) yang diyakini oleh semu
organisasi, dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan secara berkes




berfungsi sebagai sistem perekat, dan dijadikan acuan perilaku dalg

untuk mencapai tujuan organisasigiah ditetapkan (Moeljono, 2003).

1.

b. Apa yang menuBapak/Ibyang masih kurang tetkaitaya organisaflitien SDPPI dalam
memberikan pelayanan publik? (Boleh memilih lebih dari satu)

Pelayanan dilakukan secara transparan

Pelayanan dilakukan tanpa ada unsur kepentingan pribadi

Pelayanan bebas dari calo/perantara dari internal Ditjen SDPPI

Pelayanan dilakukan tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, hubungan kekerabatan, almamate
Pelayanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku

Pelayanan bebas dari suap/gratifikasi

BAGIAN 2 | SISTEM ANTI KORUPSI

No

Tingkat Kepercayaan
112({3/4(5(6|7[8|9]10

Pertanyaan

2.a.

Percayakah Bapak/Ibu bahwa sistem anti k
di Ditjen SDPPI sudah dilaksanakan secars:
efektif?

Sistem anti korupsidalahsikap dan perilaku untuk t
mendukung adanya upaya untuk mekagikagan nega|
dan perekonomian negara (KPK RI)

2.b.

Apa yang menuBapak/lbyang masih kurang tedisiem anti korupgliDitjien SDPPI? (Boleh
memilih lebih dari satu)

Upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi anti katgidifyang
Upaya pencegahan korupsi melalui penerbitan peraturan Dirjen SDPPI tentang pencegahan koruy
Upaya penindakan korupsi melalui peringatan secara lisan, tertulis (SP 1, SP 2, SP 3) dan proses

BAGIAN 3 | PENGELOLAAN SDM

No

Tingkat Kepercayaan
112|3(4|5|6(7[8|9] 10

Pertanyaan

3a

Percayakah Bapak/Ibu bahwa pengelolaan
ASN di Ditjen SDPPI sudah dilaksanakan g
dengan ketentuan yang berlaku?

Pengelolaan SDMdalah daya tarik, seleksi, ref
pengembangan, dan pemanfaatan SDM untuk 1
tujuan individu dan organ(gésyne dan Elias, 1981:3)

3.b.

Apa yang menuBapak/lbyang masih kurang tepeiigelolaan SDM A8NDitjen SDPPI?
(Boleh memilih lebih dari satu)

Seleksi penerimaan pegawai bebas dari keistimewaan (kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, almame
Penilaian kinerja dilakukan secara objektif (termasuk igsvabetmpunishment
Pengelolaan SDM bebas dari keistimewaan (kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, almamater, dan se

Jenjang karir bebas daaip/gratifikasi -
Kebijakan peningkatan kualitas SDM (diklat, pendidikan lanjutan, sertifikasi, dan lainnya) bebas dari sua|




BAGIAN 4 | PENGELOLAAN ANGGARAN

Tingkat Kepercayaan
112(3|4|5|/6|7[8|9]|10

No Pertanyaan

4.2} percayakah Bapak/Ibu bafemgelolaan
anggaran di Ditien SDPPI sudah dilaksan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Pengelolaan Anggaraadalah kegiatan yang dial
dengan penyusunan rencana kerja, penuanganny
dokumen pelaksaan anggaran, pengawasan
realisasinya, pencatatan dalam sistem ak
pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangar
Kerja, serta diakhiri denganyerahan hasil kegig
kepada pihgkhak penerima manfaat akhir yang
ditetapkan (Kemenkeu RI)

4.b. Apayang menuB#pak/Ilbyang masih kurang tepeitgelolaan anggaraiDitien SDPPI?
(Boleh memilih lebih dari satu)

Pengadaan barang dan jasa bebas dari penyelewengan
Pengelolaan anggaran bebas dari penggelembungaarkaipa (
Output penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan
Ditien SDPPI bebas dari kegiatan fiktif

Pelaksanaan perjalanan diessai dengan ketentuan yang berlaku

5.  Apa saja saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan Integritas Pelayanan Publik Ditien SDPPI di
masa yang akan datang?




_—

ampiran 5. Kuesioner Survei Integritas Pelayanan Publik Ditien SDPPI 2021 Oleh
Pakar di Bidang Anti Korupsi

KUESIONER SURVEI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI 2021
OLEH PAKAR DI BIDANG ANTI KORUPSI

Bapak/lIbu yang terhormat,

Dalam rangka mengukur Indeks IntegriRedayanan Publik Ditien SDPPI, maka Bagian Perencanaan
Program dan Pelaporan (PPP), Ditien SDPPI mengadakan survei terhadap para pakar yang berkompeten
di bidang anti korupsi.

Kami berharap, Bapak/lbu memberikan jawabangyalojektif dalam menjawab pertanyaan kuesioner
ini, agar hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi Ditien SDPPI dalam menyusun program dan

kebijakan di masanasa yang akan datang.
TATA CARA PENGISIAN KUESIONER
Pada bagian berikut ini Bapak/lbu diminta menilai integritas pelayanan publik Ditejn SDHAB| dalam skor 1

dimana:
1 = Sangat tidak percagampai dengd® = Sangat percaya

BAGIAN 14| TRANSPARANSI

Tingkat Kepercayaan
1/2/3/4|5|6(7|8|9] 10

No Pernyataan

Ditjen SDPPI sudah menerapkan asas keterb
(menyampaikan semua informasi) terkait den
layanan publiknya

11.12) prosedur layanan di Ditien SDPPI mudah diik

11.11

11.13| pegawai Ditjen SDPPI telah melaksanakan p
layanan dengan b@iemberikan layanan sudal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

11.14) Tidak ada pegawai Ditjen SDPPI yang memb
perlakuan khusus (jalur cepat, prioritas, mem
antrian, dll) pada orang tertentu

11.15] Asalusul/golongan seseorang (suku, agama,
kekerabatan, almamater, dll) tidak mempengg
pengurusan layanan di Ditien SDPPI
(mempermudah/mempersulit).

BAGIAN 15 | SISTEM ANTI KORUPSI
Tingkat Kepercayaan

1/2|3/4|5|6(7|8|9)| 10

No Pernyataan

Sosialisasi anti korupsi yang telah dilaksanak
SDPPI sudah dipahami oleh pemangku keper
(stakeholderSDPPI

12.6.| sistem pencegahan korupsi yang ada di Ditje
sudah efektif mencegah terjadinya korupsi

12.5.




SARAN/MASUKAN

Apa saja saran Bapak/lbu untuk meningkatkan Indeks Integritas Pelayanan Publik Ditjen
SDPPI di masa yang akan datang?




ampiran 6. Kuesioner Online Survei Pelayanan Publik Ditien SDPPI 2021 Perizinan
Spektrum Frekuensi Radio (SFR)

KUESIONER
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI 2021
PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR)

Bapak/Ibu yang terhormat,

Dalam rangka meningkatkan layanan SFR, Ditjen SDPPI bekerjasama dengan LPPM IPB mengadakan
survei kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan publik.

Kami berharap, Bapak/Ibu memberikan jawaban yang objektif. Kami menjamin kerahasiaan informasi
yang diberikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu:

a. Kuesioner IKM (10 pertanyaan)
b. Kuesioner IIPP (3 pertanyaan)

G"

KOMINFO

IPB University

— Bogor Indonesia —




IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Usia

<

Pendidikan Terakhir

<4

Instansi/perusahaan/organisasi/Biro Jasa tempat bekerja

Alamat lengkap Instansi/perusahaan/organisasi/Biro Jasa tempat bekerja

Nomor HP / Whatsapp

Apakah Bapak/lbu mengurus layanan untuk pihak lain?

Ya

Tidak

Hingga saat ini, sudah berapa kali Bapak/lbu melakukan pengurusan layanan?

1 Kali
2 Kali

3 Kali atau lebih




P

—

P

Pelayanan yang terakhir kali diurus

Dinas Tetap (Microwave Point to Point, BWA Point to Multipoint)

Dinas Bergerak (Radio Trunking, Radio Konvensional, Paging, Radio Taxi, STL)
Penyiaran

Maritim

Penerbangan

Satelit

Sebutkan nama perusahaan yang Bapak/lbu urus




BAGIAN 1: PERSYARATAN

Sangat Tidak Kurang
Mudah Tidak Mudah Mudah Cukup Mudah Mudah Sangat Mudah

1. Secara umum,
bagaimana
penilaian
Bapak/lbu
tentang
kemudahan
pemenuhan s & = s e &
persyaratan : )
pelayanan SFR
(di luar
persyaratan
yang ditentukan
oleh 0SS /
BKPM)?

IKM: Pertanyaan 1dari 10

1.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkaitpersyaratan
layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)

Ketersediaan informasi tentang persyaratan layanan

Kejelasan persyaratan

~ Kesesuaian persyaratan layanan dengan ketentuan yang berlaku

IKM: Pertanyaan 1.1 dari 10




BAGIAN 2 : PROSEDUR PELAYANAN

Sangat Tidak Kurang

Mudah Tidak Mudah Mudah Cukup Mudah

2. Secara umum,

bagaimana

penilaian

Bapak/lby S r pe
mengenai

kemudahan

prosedur

layanan SFR?

IKM: Pertanyaan 2 dari 10

2.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkait prosedur

layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)

"~ Ketersediaan informasi tentang prosedur layanan
Kelengkapan informasi tentang prosedur layanan
Kejelasan prosedur layanan
Kemudahan dalam mengikuti prosedur layanan

~ Ketersediaan Informasi tentang status permohonan

IKM: Pertanyaan 2.1 dari 10

Mudah Sangat Mudah




BAGIAN 3 : WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

3. Apakah Bapak/lIbu mengetahui tentang standar waktu penyelesaian layanan
SFR?
T vYa

7" Tidak Tahu

IKM: Pertanyaan 3 dari 10

3.1. Sebutkan berapa hari waktu penyelesaian layanan SFR?

IKM: Pertanyaan 3.1 dari 10




BAGIAN 3 : WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Sangat Tidak
Sesuai Tidak Sesuai Kurang Sesuai Cukup Sesuai Sesuai Sangat Sesuai

3.2. Secara
umum, menurut
penilaian
Bapak/lbu,
apakah jangka
waktu ( [ [ ( C (-
penyelesaian
pelayanan SFR
sudah sesuai
dengan
ketentuan?

IKM: Pertanyaan 3.2 dari 10

3.3. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkaitwaktu
penyelesaian layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)
Ketersediaan informasi tentang waktu standar penyelesaian layanan

Ketersediaan informasi tentang waktu penyelesaian setiap prosedur/alur/tahapan
layanan (menu tracking)

IKM: Pertanyaan 3.3 dari 10




BAGIAN 4 : KEMUDAHAN PEMBAYARAN TARIF/BIAYA

Sangat Tidak Kurang
Mudah Tidak Mudah Mudah Cukup Mudah Mudah Sangat Mudah

4. Secara umum,
bagaimana
penilaian
Bapak/Ibu
mengenai
kemudahan
pembayaran
tarif/biaya . ¢ " . (" @
pelayanan SFR?
(tidak termasuk
pendapat
tentang
besarnya
nominal
tarif/biaya)

IKM: Pertanyaan 4 dari 10

4.1. Menurut Bapak/Ibu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkaitkemudahan
pembayaran tarif/biaya layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)
Ketersediaan informasi tentang tarif/biaya layanan
~ Ketersediaan informasi tentang batas akhir pelunasan tarif/biaya layanan

~ Bank tempat pembayaran tarif/biaya layanan kurang banyak

IKM: Pertanyaan 4.1 dari 10




BAGIAN 5 : PRODUK HASIL PELAYANAN

Sangat Tidak
Sesuai Tidak Sesuai Kurang Sesuai Cukup Sesuai Sesuai Sangat Sesuai

5. Secara umum,
bagaimana
penilaian
Bapak/lbu
mengenai
produk hasil ¢ - (" (" (- -
layanan SFR
yang diterima?
(sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku)

IKM: Pertanyaan 5 dari 10

5.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkaitproduk
hasil layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)

"~ Ketersediaan informasi tentang standar hasil layanan
Kejelasan informasi tentang standar hasil layanan

Hasil layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan

IKM: Pertanyaan 5.1 dari 10




BAGIAN 6 : KOMPETENSI PELAKSANA

Sangat Tidak Tidak Kurang Cukup
Memadai Memadai Memadai Memadai
6. Bagaimana
penilaian
Bapak/lbu
mengenai
kompetensi ¢ ¢ ‘0 .
petugas layanan
SFR dalam
melayani
pengguna?

IKM: Pertanyaan 6 dari 10

6.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkaitkompetensi

petugas layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)

~ Kompetensi petugas dalam memberikan asistensi/konsultasi

Memadai

Sangat
Memadai

~ Kompetensi petugas contact center dalam menjawab pengaduan pengguna layanan

IKM: Pertanyaan 6.1 dari 10




BAGIAN 7 : PERILAKU PELAKSANA

Sangat Tidak
Baik Tidak Baik ~ Kurang Baik  Cukup Baik Baik

7. Bagaimana

penilaian

Bapak/Ibu

mengenai

perilaku 5 . . " "
petugas layanan

SFR dalam

melayani

pengguna?

IKM: Pertanyaan 7 dari 10

7.1. Menurut Bapak/lbu, hal apa yang masih perlu diperbaiki terkait
perilaku petugas layanan SFR (Boleh memilih lebih dari satu)

"~ sikap proaktif petugas dalam memberikan asistensi/konsultasi

" Sopan santun petugas dalam memberikan layanan

IKM: Pertanyaan 7.1 dari 10

Sangat Baik




8. Apakah Bapak/lbu pernah melakukan pengaduan terhadap layanan SFR?
{ Ya

" Tidak

IKM: Pertanyaan 8 dari 10

BAGIAN 8 : PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Sangat Tidak
Baik Tidak Baik Kurang Baik  Cukup Baik Baik Sangat Baik

8.1. Secara
umum,
bagaimana
penilaian
Bapak/Ibu
mengenai ¢ ¢ - (" . &P
penanganan
laporan
dan/atau
pengaduan
layanan SFR?

IKM: Pertanyaan 8.1 dari 10




































































































